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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-007/A/JA/08/2016
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;

bahwa kewajiban pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,;

bahwa laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dari
kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2005-2009 dan
Tahun 2010-2014 mendapat nilai CC;

bahwa melaksanakan surat dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/3999/M.PANRB/12/2015, terhadap hasil evaluasi
kinerja dan anggaran pada periode Rencana Strategis
Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan penyusunan
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia harus
Cascading mulai dari tingkat satuan kerja pusat
(Kejaksaan Agung/Jaksa Agung dan Eselon I) sampai
dengan tingkat satuan kerja daerah (Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri/Eselon
II, Eselon III dan IV);

bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2015-2019 memuat arah kebijakan Kejaksaan
Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik
Indonesia dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum
dalam rangka mendukung kesinambungan
pembangunan nasional sesuai dengan arahan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional masih harus direvisi;

bahwa melaksanakan rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar
Biro Perencanaan memastikan tersedianya revisi Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dan unit kerja di
lingkungannya yang lebih berkualitas dan terukur,
menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur,
layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan
ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, perlu
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menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 -
2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4464);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-021/A/JA/03/2011
tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor S5 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 860);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2.  Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan negara.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN
2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk pereode S (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima)
tahun yaitu terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan
tahun 20109.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

7. Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat
perencanaan sehingga dalam pelaksanaan misi terarah
sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dalam suatu
organisasi.

8. Sasaran Strategis adalah ukuran pencapaian dari tujuan
sebagai perwujudan visi dan misi.

9. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun
secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam
jangka waktu tertentu.

10. Anggaran adalah suatu rencana biaya yang disusun

secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

dalam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan suatu
organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu dan
masa yang akan datang.

Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan
capaiannya (prestasi kerja atau hasil kerja) yang
diwujudkan dalam melaksanakan suatu
program/kegiatan/sub kegiatan/ untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
program/kegiatan yang diukur untuk menetukan apakah
tujuan dan sasasran sudah tercapai.

Indikator Kinerja Strategis adalah indikator kinerja
prioritas yang mengindikasikan terwujudnya indikator
kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan yang relevan, penting,
dan efektif yang dilakukan di tingkat organisasi.

Indikator Kinerja Utama adalah Indikator kinerja yang
dilakukan di tingkat eselon I.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja yang
dilakukan di tingkat eselon II maupun eselon III.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Jaksa
Agung untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-
bidang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang
dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia yang dikoordinasikan oleh masing-masing

pimpinan bidang.

Pasal 2
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun
2015-2019 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah,

www.peraturan.go.id



(2)

(1)

(2)

2016, No.1577

terutama yang terkait dengan program dan kegiatan
prioritas pembangunan nasional yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan
Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 selain memuat Strategi Pembangunan
Nasional, Kebijakan Umum, Program Kejaksaan Republik
Indonesia secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
dalam rencana kerja yang berupa kerangka program dan
kegiatan serta kerangka kelembagaan dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif dan juga memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan (yang telah direvisi),
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 3

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kejaksaan

Republik Indonesia Tahun 2015-2019 :

a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, Serta Potensi
dan Permasalahan;

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia;

c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan
Kebijakan Strategi Nasional, Arah dan Kebijakan
Strategi Kejaksaan Republik Indonesia serta
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

e. Penutup; dan

f.  Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Matrik
Kerangka Regulasi.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia pada tiap tahun selama 5
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(3)

(4)

(9)

(lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia pada tiap tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi para

Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan

Kejaksaan Agung, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi,

Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia

pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;

b. membuat visi dan misi masing-masing bagi para
Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia;

c. menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-
masing satuan kerja/bidang/unit kerja; dan

d. menyusun laporan keuangan dan kinerja.

Untuk tingkat Satuan Kerja baik pusat maupun daerah

(Kejaksaan Agung/Jaksa Agung R.I, Para JAM,

Kabandiklat, Kejaksaan Tinggi (Kajati)/Eselon 1II ,

Kejaksaan Negeri (Kajari)/Eselon III, dan Cabang

Kejaksaan Negeri (Kacabjari)/Eselon IV) wajib menyusun

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan berpedoman

pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

Revisi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019 yang menjadi pedoman untuk

penyusunan Rencana Strategis Eselon I, II, III, dan IV

Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

merupakan penjabaran visi Jaksa Agung Republik

Indonesia yang dilengkapi dengan rencana sasaran

strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang hendak

dicapai dalam rangka mencapai sasaran program

prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia.
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Pasal 4
Di tingkat Satuan Kerja para Pejabat Eselon I, II, III dan IV
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (5) di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia wajib melakukan evaluasi dan
melaporkannya kepada Jaksa Agung dengan tembusan
kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung
Muda Pengawasan, atas pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas dan
fungsi masing-masing, pada akhir pelaksanaan yaitu minggu

pertama bulan November 2019.

Pasal 5
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-
2019 yang telah direvisi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa

Agung ini.

Pasal 6
Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda
Pembinaan bertanggung  jawab untuk melakukan
pengawasan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, atas
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum
dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2015-2019, serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa
Agung dan/atau kepada Kementerian/Lembaga terkait
lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku,
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
010/A/JA/06/2015 Tanggal 15 Juni 2015 tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 — 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
ttd
H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA//2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-
010/A/JA/06/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-
2019

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
a. Kondisi Umum Rencana Strategis 2010 - 2014
Rencana strategis tahun 2010-20 14 menetapkan dua sasaran strategis
yvangmengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang — Undang nomor 17
Tahun 2003 tentang Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Kinerja Berbasis
Kompetensi dan Kompetensi Berbasis Sertifikasi dimana pencapaian target
kinerja dan realisasi anggaran difokuskan pada dua sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran pertama difokuskan pada Perencanaan Teknis(kebijakan
pembangunan dibidang hukum dan aparatur) yakni pelaksanaan
tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparatur penegak
hukum di Indonesia di bidang penuntutan dan tugas lainnya yang
diberikan oleh pemerintah, yang dilaksanakan pada bidang PIDSUS,

PIDUM, INTEL,DATUNyang dicapai melalui :

a. Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan
Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
(006.001.06).

b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
(006.01.07)

c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
(006.01.08)

d. Program Penanganan dan Penyeclesaian Perdata dan Tata Usaha
Negara (006.01.09)

2. Sasaran kedua difokuskan pada Perencanaan Non Teknis/Generik

(difokuskan pada sasaran manajerial dan sumber daya manusia)yang
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dilaksanakan pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Badan Diklat

vang dicapai melalui :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kejaksaan R.I (006.01.01).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia (006.01.02).

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan R.1 (006.01.03).

d. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

(006.01.05).

Hal — hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan setiap
Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut di atas :
1. Perlunya Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja dan Capaian Output Kinerja Setiap tahun

Anggaran.

b. Kondisi Penegakan Hukum Tahun 2010 - 2014
Penegakan hukum dalam tahun anggaran / kurun waktu pada Rencana
Strategis tahun 2010-2014dapat direkonstruksi setidaknya melalui produk
Peraturan Perundang-Undangan terkait ~ Penegakan Hukum,Kinerja

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Produk Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penegakan Hukum

Dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, terbit

beberapa undang-undang terkait dengan penegakan hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Undang-Undang Nomord Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN
Convention On Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai
Pemberantasan Terorisme);

3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan,

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan
International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear
Terrorism.  (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan
Terorisme Nuklir};

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Selain itu terdapat tiga undang-undang terkait penegakan hukum yang

menekankan pada kerjasama internasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; dan

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik

India.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Intelijen Negara maka Intelijen Kejaksaan RI sebagai Intelijen penegakan
hukum dalam Undang-undang Intelijen Negara merupakan bentuk keseriusan
pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan
proporsional sehingga diperlukan dukungan Intelijen Kejaksaan RI, baik secara
preventif maupun secara represif guna penciptaan kondisi dan antisipasi
Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan
penegakan hukum melalui pelaksanaan fungsi Intelijen penyelidikan,

pengamanan dan penggalangan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data vang diperoleh dari Bappenas menunjukkan bahwa tindak pidana

ersoalan paling mendesak ~5a
ang harus diatasi penegak - L
hukum saat ini 2

korupsi merupakan persoalan yang

paling mendesak (63%) yang harus
diatasi oleh penegak hukum saat ini,

Korups
menyusul kemudian penyalahgunaan Eiaidiedes
dan peredaran gelap narkotika dan = N ":j-_'fa,.%&

obat-obat terlarang (11,6%) serta
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-14-

tindak pidana lainnya (9,5%).
Disamping itu tindak pidana korupsi dan birokrasi yang tidak ecfisien
merupakan faktor utama penghambat daya saing sebagaimana penggambaran

diagram di bawah ini

Coruption — 193

Inefficient government bureaucracy 15
Inadequate supply of infrastructure j
Poor work ethic in national labor force |
Restirictive labor regulations

Inflation
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Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi dan Birokrasi yang tidak Efisien

1,6
2,6

4.9

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap tahun terungkap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana yang
diperlihatkan oleh data dibawah ini, di mana dalam kurun waktu tahun 2010 -
2014 jumlah Kepala Daerah di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang

melakukan tindak pidana korupsi sebesar 26 orang yang ditangani oleh

Kejaksaan RI.

Tabel 1. Jumlah Kepala Daerahsyang melakukan Tindak Pid;ma KorLJ;psi Tahun
2010 -2014

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk memberantas
korupsi terjabarkan dalam instruksi tentang aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2011:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-

Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak;
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus

Bank Century;
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3. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi;

4. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

5. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

6. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami
perbaikan setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
yvang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII), di mana
terdapat peningkatan sebesar 0,2 poin dari tahun 2010 (2,8) ke tahun 2011
(3,0). Terdapat perubahan metodologi indeks pada tahun 2012, di mana
hasilnya sama dengan capaian tahun 2013 (3,2). Meskipun mengalami
perbaikan, akan tetapi upaya pemberantasan Kkorupsi masih memerlukan

percepatan.

Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birckrasi pada Rencana Strategis tahun 2010-
2014 difokuskan pada 9 (sembilan) program area perubahanyang terdiri dari:
manajemen perubahan, penataan Peraturan Perundang-Undangan, penataan
dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM aparatur, penguatan pengawasan,penguatan akuntabilitas Kkinerja,
peningkatan kualitas pelayanan publik, danmonitoring, ecvaluasi, dan
pelaporan.

Agenda Reformasi Birokrasi memberikan pengaruh cukup signifikan
khususnya terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait. Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu tahun
2010-2014 telah mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan
mengupayakan optimalisasi pelayanan publik. Namun demikian upaya
Reformasi Birokrasi masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan
formil seperti adanya peraturan dan dokumen Kkonseptual. Penguatan
kelembagaan dan penataan sistem manajemen SDM aparatur masih menjadi
pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Kementerian/Lembaga vang terkait

dengan penegakan hukum.
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c. Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Pada Program Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang dilakukan
Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana
penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya
memberikan pelayvanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan,
sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan
RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap Kejaksaan R.I sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan R.I memberikan
perhatian yang penuh pula pada penanganan perkara Tindak Pidana Umum
dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan
melakukan percepatan dan optimalisasi melalui:

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif; efisien dan
terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan
hati nurani;

2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih
sederhana;

3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan
rasa keadilan masyarakat;

4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rencana Tuntutan dan pidana
terhadap Perkara Penting (PK-Ting);

5. Meminimalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

Bidang Tindak Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian
kinerjanya selalu diatas 100%. Dengan melihat alokasi anggaran yang
diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan R.I dan dihubungkan dengan
target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya
masih banyak perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan R.1
namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan dan penyelesaian

perkara tersebut.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menctapkan anggaran untuk
tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan
dapat mengcover seluruh kebutuhan penanganan perkara Tindak Pidana

Umum penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa
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menutupi seluruh jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang tiap tahun
semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di
masyarakat. Berikut data penanganan perkara Tindak Pidana Umum :

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

e I
Penyerahan
Berkas Tahap 1 | 131.100 | 154.961 | 111.702 | 123.998 | 158.356
{Pratut)

(P;alu:latr:lgn) 114.261 | 108.587 | 115.896 | 121.623 | 124.922

Tabel 2. Penlesalan Perkara Tindak Pidana Umum

2. Penanganan Upaya Hukum

10.042 9.958 10.348 6.523 5.122
| | | |

Peninjauan
Kembali

569 579 563 251 185

Tabel 3. Penanganan Upaya Hukum

3. Penanganan Perkara Penting
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Terorisme

Kartu Kredit

Tabel 4. Pe.c_man Perkara Peng

4. Terpidana Mati
a. Jumlah Terpidana Mati (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

2010 2
2011 7
2012 11
2013 14
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2014 1

Tabel 5. Jumlah Terpidana Mati

b. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi (Oharda,
Kamnegtibum, TPUL)

2010 -

2011 -

2012 -

2013 35

2014 -

Tabel 6. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi

c. Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi (Oharda,
Kamnegtibum, TPUL)

2010 -
2011 1
2012 2
2013 -
2014 -

Tabel 7.Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui jalur penindakan masih

merupakan prioritas nasional yang harus dipenuhi Kejaksaan R.I baik target

kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk itu, hampir setiap tahunnya pimpinan Kejaksaan R.I memberikan
atensi penuh terhadap capaian kinerja Kejaksaan R.I di bidang Tindak Pidana
Khusus, utamanya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik

dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan
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eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan

hukum tetap.

Dari sisi kebijakan, pimpinan Kejaksaan R.I telah mengeluarkan produk
ketentuan internal untuk mempercepat, menjamin transparansi, serta
akuntabilitas penanganan perkara. Sejak tahun 2010-2014 setidaknya telah
dikeluarkan puluhan produk ketentuan internal baik dalam bentuk Peraturan
Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung dan Surat Edaran yang dikeluarkan
oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ketentuan internal tersebut,
diantaranya yaitu:

1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010
tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

2. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010
tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri
dengan nilai kerugian negara Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
kebawah, termasuk Kkebijakan penghentian penyidikan dan
penuntutan pengendalian penanganan perkaranya dilakukan oleh
Kepala Kejaksaan Negeri.

- Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara diatas
Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), termasuk kebijakan
penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan
perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

- Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat
dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu
vang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan
perkaranya dilakukan oleh Jaksa Agung RI.

3. Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-002/A/JA/01/2010 tanggal
13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis
Tahanan, yaitu:

- Setiap tindakan penahanan, pengalihan jenis tahanan maupun
penangguhan penahanan tidak memerlukan persetujuan Jaksa
Agung RI, kecuali terhadap perkara tertentu yang menarik perhatian
masyarakat dan berdampak nasional dan internasional atau yang

mendapat atensi pimpinan;
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- Penahanan, pengalihan jenis penahanan maupun penangguhan
penahanan dimaksud sesuai dengan hukum acara pidana yang
berlaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
kearifan daerah;

- Melaporkan pelaksanaan penahanan, pengalihan penahanan, dan
penangguhan penahanan tersebut secara berjenjang.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010
tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Korupsi, yang memuat tolok ukur tuntutan pidana,
besarnya denda serta uang pengganti dengan memperhatikan
besarnya kerugian negara, vang dapat diselamatkan serta yang
dinikmati terdakwa, untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, dengan
maksud agar tidak terjadi disparitas antar Kejari dan Kejati di
seluruh Indonesia.

Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-040/A/Fd.1/06/2010 tanggal 7
Juni 2010 tentang Pengamanan dan Koordinasi dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana;

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tanggal
28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia;

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/A/JA/08/2011 tentang
Tugas dan Wewenang Tim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum dan Tindak Pidana Khusus;

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-
1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan
Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang
pada pokoknya meminta kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi
agar penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada
pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat
dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going
on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau
berkelanjutan);

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka
Waktu Penyelidikan dan Penyidikan;
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10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
431/F.3/Ft.1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang
Kecermatan dalam Penyusunan Surat Dakwaan Perkara Tindak

Pidana Korupsi.

Dari sisi kuantitas, pada periode tahun 2010-2014 Kejaksaan R.I telah
secara optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada setiap
tahunnya, kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I dalam
melakukan penyidikan secara akumulatif dari tingkat pusat sampai dengan
daerah selalu melampaui target yang ada. Mengingat pemberantasan tindak
pidana korupsi merupakan program prioritas nasional, maka target yang
ditetapkan tersebut tentunya telah sesuai dengan target sebagaimana tertera
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada sctiap tahunnya dan disesuaikan
dengan alokasi anggarannya. Hasil pelaksanaan tugas Bidang Tindak Pidana
Khusus selama kurun waktu tahun 2010-20 14 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tabel 8.Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada tahap penuntutan, realisasi kinerja Kejaksaan R.I dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi tercatat fluktuatif, dimana realisasi
kinerja tertinggi secara kuantitas yaitu ada tahun 2014 dan tercatat capaian
kinerja yang paling besar lonjakannya, bila dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas, tentunya
bukanlah satu-satunya target keberhasilan kinerja Bidang Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan RI. Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana KhususNomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010
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tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi, maka Kejaksaan RI juga telah menargetkan keberhasilan penanganan
perkara korupsi dari sisi kualitas yaitu penanganan perkara korupsi yang
bersifat big fish. Sejak tahun 2010-2013, setidaknya terdapat beberapa perkara
korupsi yang ditangani Kejaksaan RI dan menarik perhatian publik, antara
lain :

a. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penggunaan
kredit oleh Bank Jabar dan Banten (BJB) cabang Surabaya;

b. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih oleh PT. Sang
Hyang Seri (persero) tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011;

c. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh
PT. Bank BRITbK;

d. Perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi
radio 2,1 ghz / generasi tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat
Mega Media (IM2);

e. Perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek
bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia;

f. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pekerjaan atas
pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),
jasa pemeliharaan Sistem Monitoring Pembayaran Direktorat Jenderal
Pajak dan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

g. Dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan
oleh Dhana Widyatmika.
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2. Penuntutan Tindak Pidana Perikanan
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Grafik 2. Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Perikanan
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Grafik 3.Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan

4. Penuntutan Tindak Pidana Cukai
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Jrafik 4.Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Cukai

www.peraturan.go.id



s 2016, No.1577

5. Penanganan Upava Hukum Tindak Pidana Khusus

a. Januari — Desember 2010

R

Tabel 9.Jumlah Penanganan
Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus Tahun 2010

b. Januari — Desember 2011

o s

NN

Tabel 10.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2011

c¢. Januari— Desember 2012
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Tabel 11.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2012

d. Januari — Desember 2013
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..

Tabel 12. Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus2013

e. Januari — Desember 2014

e

N

Tabel 13.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2013

Catatan :

P : Perlawanan
B : Banding

K . Kasasi

KH : Kasasai Demi Kepentingan Hukum
PK : Peninjauan Kembali

G . Grasi

6. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak

pidana korupsi melalui jalur pidana, maka sejak tahun 2010-2014 kinerja
Kejaksaan RI untuk mengembalikan uang dan aset hasil tindak pidana korupsi

kepada negara terus meningkat, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
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Grafik 4.Jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

7. Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat

Penumtutan 2011 e

Penuntutan 2013 -

Tabel 14.Jumlah Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat
2010-2014

3. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
didasarkan pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
yang menyatakan : “di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan

dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah “.

Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui fungsi Jaksa
Pengacara Negara, diperkuat pula dengan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal
34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 yang
pada pokoknya ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa  dalam hal
penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau tersangka meninggal saat

dilakukan penyidikan atau saat pemeriksaan di muka persidangan, sedangkan
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secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik atau
penuntut umum segera menycrahkan berkas perkara hasil penyidikan atau
salinan berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan
gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
mengajukan gugatan baik terhadap tersangka atau ahli waris tersangka /
terdakwa.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden R.I No. 38 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, lingkup tugas dan fungsi
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi: penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau
pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah
pusat dan dacrah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan
kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Memperhatikan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut di atas, maka fungsi
Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang paling utama dan memberikan
manfaat baik bagi negara maupun masyarakat, yaitu fungsi menyvelamatkan
dan memulihkan kekayaan negara akibat perbuatan melawan hukum ataupun

wanprestasi yang dilakukan pihak eksternal.

Capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka
menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, sejak tahun 2010-2014
tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pengamanan pembangunan secara keseluruhan.
Hasil capaian kinerja tugas dan fungsi JAM DATUN selama periode tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama (PKS)/MOU

o Surat Kuasa Piagan} Kerja Sama
Khusus (SKK) (PKS)/MOU
2010 2355 SKK 411 PKS
2011 3322 SKK 730 PKS
2012 1708 SKK 610 PKS
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-20_
2013 2961 SKK 391 PKS
2014 1694 SKK 220 PKS

Tabel 15. Jumlah Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama

(PKS)/MOU Tahun 2010-2015

2. Bantuan Hukum

a. Periode Tahun 2010
1)  Perkara Perdata

Perkara ditangani 737 perkara
Perkara diselesaikan 160 perkara
Tahap persidangan 877 perkara
(PN= 163, PT= 151, Kasasi =

224, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara
yvang berhasil diselamatkan

Rp 2.161.720.076.986,00
US$ 3,974.64

Asetyang dapat diselamatkan

Tabel 16 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2010

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 270 perkara
Perkara diselesaikan 82 perkara
Tahap persidangan 188 perkara

(PN= 15, PT= 56, Kasasi = 47,
PK= 22, Judicial Review= 48)

Tabel 17 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2010

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani

2350 perkara

Perkara diselesaikan 296 perkara
Negosiasi 2051 perkara
(PN= 163, PT= 151, Kasasi =

224, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara
vang berhasil dipulihkan

Rp 1.906.267.795.169,59
US$ 344.533,32

Tabel 18 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2010
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b. Periode Tahun 2011
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 744 perkara
Perkara diselesaikan 144 perkara
Tahap persidangan 630 perkara

(PN= 185, PT=175,
Kasasi = 231, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara Rp 34.896.635.592.800
vang berhasil diselamatkan

Aset vang dapat 4 unit truck
diselamatkan

Tabel 19 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2011
2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 271 perkara
Perkara diselesaikan 70 perkara
Tahap persidangan 201 perkara

(PN=33, PT=48, Kasasi=53,
PK=17, Judicial Review=50)

Tabel 20 Jumlah Perkara Tat Usaha Negara Tahun 2011

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 3717 perkara
Perkara diselesaikan 622 perkara
Negosiasi 3095 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang Rp 179.679.136.894,83
berhasil dipulihkan US$ 112.000,00

Tabel 21 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2011
c. Periode Tahun 2012
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 963 perkara

Perkara diselesaikan 157 perkara

Tahap persidangan 806 perkara

(PN= 310, PT=181, Kasasi = 269,

PK= 46)

Keuangan/kekayaan negara yang Rp 2.084.813.235.837,18
berhasil diselamatkan

www.peraturan.go.id



-31-

2016, No.1577

Aset yang dapat diselamatkan

Tanah 120.554 M2

Tabel 22 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2012

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 330 perkara
Perkara diselesaikan 90 perkara
Tahap persidangan 240 perkara

(PN= 41, PT= 58, Kasasi= 55,
PK= 22, Judicial Review=64)

Tabel 23 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2012

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani

5517 perkara

Perkara diselesaikan

1784 perkara

Negosiasi 3730 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 437.801.672.736,84
negara yang berhasil US$ 198.124,19
dipulihkan

Tabel 24 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2012

d. Periode Tahun 2013
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani

185 perkara

Perkara diselesaikan 79 perkara
Tahap persidangan 912 perkara
(PN= 408, PT= 185, Kasasi=
271, PK= 48)
Keuangan/kekayaan Rp 1.093.535.428.352,90
negara yang berhasil
diselamatkan
Aset vang dapat Tanah 13.250 M2
diselamatkan

Tabel 25 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2013
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2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 83 perkara
Perkara diselesaikan 70 perkara
Tahap persidangan 201 perkara

(PN= 28, PT= 53, Kasasi= 60,
PK= 22, Judicial Review= 68)

Tabel 26 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2013

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 101 perkara
Perkara diselesaikan 55 perkara
Negosiasi 3709 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 80.857.929.236,03
negara yang berhasil

dipulihkan

Tabel 27 Jumlah Perkara dan Perlindungan Hak Tahun 2013

e. Periode Tahun 2014
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 1017 perkara
Perkara diselesaikan 50 perkara
Tahap persidangan 967 perkara
(PN= 449, PT= 189, Kasasi=
276, PK= 53)
Keuangan/kekayaan negara Rp 505.450.734.795,75
yang berhasil diselamatkan
Aset yang dapat 13 dokumen
diselamatkan

Tabel 28 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2014

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 263 perkara
Perkara diselesaikan 64 perkara
Tahap persidangan 199 perkara

(PN= 39, PT= 60, Kasasi= 60,

www.peraturan.go.id



33 2016, No.1577

PK= 12, Judicial Review= 28)

Tabel 29 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2014

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 2463 perkara
Perkara diselesaikan 284 perkara
Negosiasi 2179 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 293.985.955.965,58
negara yang berhasil US$ 56.252,03
dipulihkan

Tabel 30 Jumlah Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak Tahun 2014

3. Pelavanan Hukum

No. Tahun Jumlah
1 2010 81
2 2011 88
3 2012 179
4 2013 298
S5 2014 203

Tabel 31 Jumlah Pelayanan hukum Tahun 2010-2011

4. Pertimbangan Hukum

No. Tahun Jumlah
1 2010 76
2 2011 164
3 2012 211
4 2013 387
S 2014 354

Tabel 32 Pertimbangan 2014

5. Penegakan Hukum
Tahun 2010 sampai dengan 2014, jumlah Pembayaran Uang Pengganti
(PUP) vang harus dibayar sebesar Rp 7.477.473.101.952,00 (tujuh trilyun

empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta
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seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan US $

189.637.251,68.

Sedangkan jumlah Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang masuk
(diangsur) sebesar Rp 178.491.259.105,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar
empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

seratus lima rupiah).

6. Tindakan Hukum Lain

No. Tahun Jumlah
1 2010 17
2 2011 1264
3 2012 15
4 2013 1
) 2014 -

Tabel 33 Tindakan Hukum Lain Tahun 2010-2014

4. Pencapaian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum
Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

RI yvang menyatakan : “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;

p o

Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat

dan negara; dan

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Capaian kinerja bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam kurun
waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
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1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Fkonomi dan
Keuangan

Tabel 34 Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

2. Kegiatan Pelacakan Asct hasil Tindak Pidana

Tabel 35 Kegiatan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana Tahun 2010-2014
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3. Penerbitan, Pencabutan, dan Pengakhiran Pencegahan ke Luar

Negeri terhadap Orang vang Terkait dengan Penegakan Hukum

Tabel 36 Jumlah Penertiban, Pencabutan dan Pengakhiran Pencegaham ke
Luar Negeri terhadap Orang yang Terkait dengan Penegakan Hukum Talhun
2010-2014
4. Inventarisasi Aliran Kepercavaan dan Keagamaan

Tabel 37 Jumlah Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan 2010-2014

5. Pengawasan Barang Cetakan
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Tabel 38 Pengawasan Barang Cetakan 2010-2014

6. Penangkapan Buronan Kejaksaan

Tabel 39 Jumlah Penangkapan Buronan Kejaksaan 2010-2014
7. Penerangan dan Penyvuluhan Hukum

Tabel 40 Penerangan dan Penyuluhan Hukum 2010-2014

2. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP)

Selain penyelesaian pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam hal
penanganan perkara (pelaksanaan tugas yustisial, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan wupaya hukum sampai dengan eksekusi), selama ini
Kejaksaan juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui
pencapaian target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari
perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya, yang tiap tahun
terus meningkat melebihi target yvang telah ditetapkan oleh Menteri Kenangan
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Republik Indonesia. Sebagai ilustrasi, dapat diuraikan pelaksanaan PNBP oleh

Kejaksaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010

sampai dengan tahun 20 14,sebagai berikut

NO.| TAHUN TARGET (Rp) | PENERIMAAN (Rp) %
T. 2010 45.965.000.000 | 252.245.902.638 | 548.78
2. 2011 52.965.000.000 | 492.575.175.748 | 930.00
3. 2012 120.873.000.000 | 633.267.073.771 | 523.91
4. 2013 132.960.300.000 | 540.764.570.896 | 406.71
5. 2014 146.256.330.000 | 3.489.866.198.583 | 3127.87

Tabel 41 Jumlah Penerimaan PNBP Kejaksaan Tahun 2010-2014

5. Pencapaian Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 Pencapaian
Reformasi Birokrasi di Kejaksaan R.I sebagaimana yang telah
diamanatkan KEMENPAN dan RB di fokuskan pada 9 (sembilan) area
perubahan

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja, atau manajemen
perubahan, Kejaksaan telah membentuk Tim Pengarah Reformasi
Birokrasi Kejaksaan R.I. Dokumen yang dihasilkan berupa usulan dan
Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2010 - 2014.
Dokumen tersebut perlu dievaluasi dalam rangka perumusan Road
Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2015 - 2019.

Manajemen perubahan di Kejaksaan masih perlu ditingkatkan dengan
mengkomunikasikan strategi perubahan pada setiap level baik di
pusat maupun di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Orientasi
perubahan pada level vyang lebih teknis dapat diawali dengan
pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri. Revitalisasi Tim-tim Teknis (Kelompok Kerja) perlu
direvitalisasi dalam rangka akselerasi program-program Reformasi

Birokrasi di Kejaksaan.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian pada area perubahan ini adalah terpetakannya peraturan di

lingkungan Kejaksaan yang perlu dilakukan harmonisasi. Upaya
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harmonisasi melalui revisi regulasi sudah mulai dilakukan meskipun
belum menyentuh seluruhnya.

Peraturan-Peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan dapat diunggah pada
http://www.kejaksaan.go.id/ph hukum.php. Tata Cara Penyusunan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah disusun sebagai
upaya mengurangi peraturan yang tumpang tindih atau tidak selaras
dengan peraturan lainnya.

Koordinasi lintas bidang dalam penyusunan peraturan di lingkungan
Kejaksaan mengalami perbaikan sehingga memperkecil terbitnya
peraturan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan. Koordinasi masih perlu ditingkatkan dalam rangka
efisiensi dan efektifitas penyusunan peraturan.
. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kejaksaan pada tahun 2011 melakukan pemangkasan jabatan eselon
IV pada bidang teknis di lingkungan Kejaksaan Agung dan eselon V di
lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Perubahan
nomenklatur jabatan Pengkaji menjadi Koordinator dan pembentukan
Satuan-Satuan Tugas juga bagian dari pembaruan organisasi di
Kejaksaan. Pemangkasan struktur di setiap tingkat organisasi di
Kejaksaan berimplikasi pada kebutuhan penguatan kompetensi
manajerial untuk para pejabat struktural.

Pemekaran dan kemajuan sejumlah  Kota/Kabupaten  baru
mengharuskan Kejaksaan membentuk dan meningkatkan kelas kantor
Kejaksaan Negeri dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut
mengharuskan Kejaksaan mempersiapkan sumber daya yang
memadai agar pembentukan dan peningkatan kelas Kejaksaan Negeri
dapat memberikan pelayanan vang optimal kepada publik.

Dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara,
Kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset. Meskipun sudah mulai
bekerja, struktur baru ini membutuhkan cetak biru pengembangan
dan penguatan organisasi Pusat Pemulihan Aset.

Selain itu Kejaksaan juga membentuk Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Agung dan
memberikan pelatihan kepada staf yang akan menjadi pelaksana e-

procurement. Sebagai unit kerja yvang baru tentunya membutuhkan
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dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas agar kinerjanya

dapat berjalan dengan optimal.

4. Penataan Tata Laksana

Pada kurun waktu tahun 2010 - 2011 setiap bidang di Kejaksaan
Agung menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Setelah
dilakukan evaluasi, SOP tersebut masih perlu penyelarasan
sebagaimana  pedoman  yang  diberikan oleh  Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya
penyelarasan SOP telah dan sedang dilaksanakan oleh setiap Bidang,
dan memerlukan koordinasi dari Biro Perencanaan.

Fase berikutnya dari penataan tata laksana adalah mengoptimalisasi
SOP ke dalam aplikasi perangkat lunak terintegrasi yang
memudahkan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri. Penerapan e-government di Kejaksaan belum
terintegrasi dan beberapa satuan kerja melaksanakannya berdasarkan

inisiatif.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu
pilar pembenahan dalam Reformasi Birokrasi. Sebagaimana sebuah
siklus, manajemen SDM diawali dari perencanaan kepegawaian,
dimana Kejaksaan berpatokan salah satunya pada analisis beban
kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan.
Perencanaan kepegawaian selanjutnya menjadi dasar bagi Kejaksaan
untuk melaksanakan rekrutmen pegawai.

Rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel diyvakini menjadi
faktor kunci keberhasilan Kejaksaan ke depan. Untuk itu, pelibatan
pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses rekrutmen pegawai sudah mulai diimplementasikan oleh
Kejaksaan. Pengumuman rekrutmen, proses dan hasil seleksi melalui

www.kejaksaan.go.id diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM

yvang direkrut.

Pengembangan kamus kompetensi dan pelaksanaan  profile
assessment di Kejaksaan, sudah dilaksanakan dari pejabat eselon IT
hingga pejabat eselon IV. Program ini perlu ditingkatkan dalam hal

pemanfaatan hasilnya, khususnya dalam rangka pengembangan karir
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pegawai (penentuan promosi, mutasi dan/atau peningkatan
kapasitas).

Penyempurnaan dan pemanfaatan basis data kepegawaian dalam
rangka pengembangan karir pegawai juga masih terus dilakukan oleh
Kejaksaan. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan data
kepegawaian yang selalu terbarukan, yang akan memudahkan
pimpinan untuk mengelola SDM Kejaksaan dari fase perencanaan

hingga pengembangan karirnya.

. Penguatan pengawasan

Upaya penguatan pengawasan di Kejaksaan terus berlangsung, di
antaranya melalui penguatan regulasi internal. Ketentuan mengenai
pengawasan internal diperbarui pada tahun 2011 dan terakhir kali
disempurnakan pada tahun 2013, dan kemudian disusul dengan
penguatan pengaturan kode perilaku Jaksa pada tahun 2012. Pada
tahun 2013 Kejaksaan memperkenalkan whistle-blowing sistem
melalui Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan dan Perlindungan
Terhadap Terlapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI.
Pemahaman terhadap ketiga ketentuan terkait pengawasan tersebut
masih perlu diberikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan, selain
peningkatan akuntabilitas dan transparansi hasil dari pengawasan
intern kepada publik.

Pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dan dalam jaringan mulai dikembangkan oleh Kejaksaan
dan dapat diakses publik melalui

http:/ /www.kejaksaan.go.id /pengaduan.php.

. Penguatan akuntabilitas kinerja

Pada masa awal Reformasi Birokrasi, Kejaksaan mengembangkan
Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Instrumen Penilaian
Kinerja Unit (IPKU) vang terus mengalami penyempurnaan dan
diujicobakan pada tingkat teknis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri. Saat ini Kejaksaan sedang mengembangkan Sasaran Kinerja
Individu (SKI) bagi seluruh pegawai. Sistem ini perlu penyelarasan
dengan karakteristik tugas dan fungsi Kejaksaan schingga dapat
diterapkan baik dalam pengembangan kompetensi maupun

pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai. Sosialisasi terkait
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urgensi dan pemanfaatan penilaian kinerja juga penting diberikan
kepada seluruh pegawai.
Pada tataran organisasi, kualitas LAKIP Kejaksaan perlu ditingkatkan.
Aplikasi  e-LAKIP yang tengah dikembangkan, harus dapat
memberikan gambaran utuh kepada publik mengenai Kkinerja
Kejaksaan secara cepat dan akurat.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Kejaksaan mengembangkan Standar Pelayanan
Publik pada tahun 2013. Standar ini terus dikembangkan untuk
mendapatkan  formula pelayanan prima khususnya  terkait
penanganan perkara oleh Kejaksaan. Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang telah dikembangkan perlu direplikasi oleh
seluruh satuan kerja, dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan
pengendalian oleh pimpinan dan akuntabilitas kepada publik.
Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik, Kejaksaan mengembangkan standar
pelayanan informasi publik pada tahun 2010 dan menyiapkan meja
informasi di seluruh tingkatan satuan kerja. Pengembangan situs

jejaring www.kejaksaan.go.id perlu dilanjutkan yang diiringi dengan

muatan informasi yang selalu terbarukan. Pengembangan juga perlu
difokuskan kepada satuan kerja di tingkat daerah yang belum

memiliki situs jejaring.

9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Kejaksaan melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2013 dan tahun 2014. Melalui PMPRB
dapat diketahui profil Reformasi Birokrasi di Kejaksaan dan tindak
lanjut dalam rangka perbaikan dan percepatannya. Berdasarkan
pedoman yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat perbedaan pendekatan

penilaian antara tahun 2013 dan tahun 2014.
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Berikut hasil yang dicapai Kejaksaan pada dua tahun tersebut.

Skor Skor
Program Reformasi Birokrasi Komponen  Komponen
Pengungkit Hasil
Manajemen Perubahan a4 70
Penataan Peraturan Perundangan 42 70
Penataan & Penguatan Organisasi 46 60
Penataan Tata Laksana 25 60
Penataan Sistem Manajemen SDM 34 64
Penguatan Pengawasan 63 S50
Penguatan Akuntabilitas Kinerja 44 63
Peningkatan kualitas pelayanan publik 42 772
Monitoring & Evaluasi 43 60
Tabel 42. Hasil PMPRB Kejaksaan Tahun 2013
Sub
Komponen Program Reformasi Birokrasi Nilai Total
Proses Manajemen Perubahan 429
Penataan Peraturan Perundangan 2.71
bobot 60% | Penataan & Penguatan Organisasi 5.83
Penataan Tata Laksana 3.638
Penataan Sistem Manajemen SDM 12.48 46,10
Penguatan Pengawasan 5.52
Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7.05
Peningkatan Kualitas Pelayanan 4.58
Publik ’
Hasil Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 106
Organisasi ;
bobot 40% | Pemerintah yang Bersih & Bebas 24.23
> 7.38
KKN
Kualitas Pelayanan Publik 6.25
Nilai Total | 70.33

Tabel 43. Hasil PMPRB Kejaksaan Tahun 2014
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c. Pengawasan dan Pengendalian Intern

1. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penanganan laporan pengaduan masyarakat (Lapdu) oleh
Kejaksaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun
2011. Hal ini merupakan dampak dari program penyelesaian Lapdu
(crash program) yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan. Tahun-tahun berikutnya terdapat penurunan jumlah
Lapdu yang disebabkan beberapa faktor.

Pertama, terbitnya peraturan yang mendelegasikan wewenang
penjatuhan hukuman disiplin kepada Kejaksaan Tinggi untuk
hukuman tingkat rendah dan sedang. Kedua, mekanisme penanganan
Lapdu didahului dengan klarifikasi sehingga dapat diselesaikan di
tahap awal. Ketiga, adanya akselerasi batas waktu penyelesaian
Laporan Hasil Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin untuk

memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor.
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B Jumlah Lapdu ® Lapdu Diselesaikan

Grafik 5.Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan
Tahun 2010 - 2014

Adapun jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun
waktu yang sama cukup fluktuatif. Angka tertinggiterjadi pada 2012,
sebanyak 369 pegawai (kurang dari 1.67% dari jumlah pegawai
Kejaksaan seluruh Indonesia). Meskipun dari segi kuantitatif relatif
kecil, pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin harus terus

ditekan jumlahnya.
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Grafik 6. Pegawai Kejaksaan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin tahun 2010 -
2014

2. Pengembangan Whistle-BlowingSistem

Pada tahun 2013, Kejaksaan mulai mengembangkan whistle-blowing
sistem dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I (Perja) No:
PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan
Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI.
Sistem ini merupakan salah satu tuntutan Reformasi Birokrasi dan
pelaksanaan Inpres No. 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Agar sistem ini dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan
interalisasi dan sosialisasi baik kepada pegawai maupun kepada
pemangku kepentingan di luar Kejaksaan. Selain itu, Unit
Perlindungan Pelapor (UPP) yang dimandatkan oleh sistem ini perlu
dibentuk dan dipersiapkan mekanisme kerjanya agar tidak tumpang

tindih dengan sistem pengawasan yang telah ada.

3. Pengembangan Zona Integritas

Langkah awal Kejaksaan dalam membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)ditandai dengan penandatanganan
piagam pencanangan oleh Jaksa Agung pada November tahun 2013.
Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kejaksaan adalah

mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja
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yvang ada di bawah [Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cebang

Kejalssaan Negeri).

Selain upaya di atas,

Kejaksaan masih harus melalui heberapa

tahapan: mengidentifikasi calon unit kerja WBK; mengevaluasi dan

menilai calon unit kerja WBK dengan

indikator tettentu; dan

merekomendasikan dan menetapkan unit kerja dengan predikat WBEK.

NZONA[N: RI_JERU WILAYAL! BEBAS
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4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

o

" Ditindaklanj
]?1ttl.nsdakla{1 uti Belum ]'B.elum
Rekom | JU =esua Sesuai Ditindak-
Tahun | Temuan : Dengan lanjuti
endasi Dengan
Rekomenda Rekn d
& e n'.len a 3 1(4+5,}
si
1 2 3 4 S 5}
2010 78 158 S5 11 92
2011 a1 227 143 ] 75
2012 61 148 69 10 69
2013 49 125 33 17 75
2014 65 169 - = =
Tab el 44 Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2010-201 4
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9. PenerapanSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kejaksaan memulai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dengan membentuk satuan tugas (Satgas) SPIP di lingkungan
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai pilot dan percontohan
bagi satuan kerja lainnya. Penguatan kapasitas anggota Satgas
menjadi upaya pertama yang dilakukan, dengan dukungan dari Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) dan BPKP.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi Area of
Improvement di lingkungan Kejaksaan. Tahapan ini melibatkan BPKP

sebagai pendamping pelaksanaan SPIP di Kejaksaan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan vang menunjang
Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh

unit organisasi kejaksaan RI pada rencana strategis tahun 2005-

2009, tahun 2010-2014 memakai analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Oportunities, dan Threats) .

1. Strengths (Faktor Kekuatan)

v' Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
melaksanakanTugas dan Fungsi (TUSI) Kejaksaan R.1 yakni
segala perundang-undanganatau peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan Tugas dan FungsiKejaksaan R.I sebagai
salah satu Aparatur penegak hukum di Indonesia
yangmempunyai Tugas dan Fungsi dibidang penuntutan
serta  tugas-tugas lainyang diatur oleh perundang-
undanganMenekankan dan menerapkan keberadaan keenam
(6) bidang yakni : Pembinaan, Inteligen, Tindak Pidana
Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha
Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan R.I, Yang
dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin
terpeliharanya persatuankebijakan dan persamaan persepsi
dalam menjalankan Tugas dan Fungsimasing-masing bidang

di Kejaksaan R.I
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2.Weaknesses (Faktor Kelemahan)

v' Masih kurangnya tenaga Aparatur Kejaksaan R.I baik Jaksa
maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan
handal dalam bidang penanganan perkara maupun
manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu
banyak yang harus dikuasai dalam penanganan perkara
tanpa adanya spesialisasi

v Dalam pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati masih ada pihak-
pihak yang menolak Pidana Mati diberlakukan di Indonesia
dan pihak Terpidana masih menggunakan upaya-upaya
hukum seperti peninjanan kembali

v' Sistem Reward and Punishment dalam keberhasilan untuk
meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh SATKER
baik pusat (Kejaksaan Agung R.I) maupun daecrah (Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri)
seluruh Indonesia yang dinilai oleh pimpinan belum
terlaksana secara maksimal

v" Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sehingga
perludipercepat pembangunan dan penyebarluasan aplikasi
Case ManagementOperasional Penanganan Perkara Tindak
Pidana diseluruh Kejaksaan R.1

v' Belum optimalnya JUKLAK, JUKNIS, SOP dalam hal
pelaksanaan Tugas dan Fungsi seluruh SATKER Kejaksaan
R.I baik dalam perencanaan, pelaksanaandan

pertanggungjawaban.

3. Opportunities (Faktor Peluang)

v" Bahwa dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007
tentang RPJPN 2005-2025 yang dituangkan dalam RPJMN
(2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025)
ditetapkan bahwa Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga
penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi
dibidang penuntutan, maka Kejaksaan R.I masih mempunyai
skala prioritas disetiap program Pemerintah dan adanya
peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat

mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana
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v Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh
Pemerintah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi dibidang
penuntutan adalah Organisasi Kejaksaan R.I dan Jaksa
dilantik oleh Jaksa Agung R.I yang keberadaannya masih

dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. Threats (Faktor Ancaman)

v Kurangnya profesionalisme SDM yang dimiliki Kejaksaan RI
saat ini, masih belum memadai untuk mengikuti
perkembangan era globalisasi dan perkembangan berbagai
macam tindak pidana.

v' Walaupun Kejaksaan R.I sudah berusaha meningkatkan
kinerja dalam Tugas dan Fungsi sebagai salah satu Aparatur
penegak hukum di Indonesia yang merencanakan arah dan
tujuan serta sasaran Kejaksaan R.I kedepan namun masih
banyak masyarakat yang meragukan profesionalisme
Kejaksaan R.I dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya
baik Stekeholder Internal maupun Stakeholder Eksternal.

v' Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima
Kejaksaan RI, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan

hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.

b. Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Potensi pada penanganan tindak pidana korupsi adalah kebijakan
yang diterbitkan pimpinan dalam rangka optimalisasi pemberantasan

tindak pidana korupsi, di antaranya:

1. Pendelegasian wewenang pengendalian dan penghentian penuntutan
tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010
tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi,

2. Pendelegasian wewenang terkait penahanan kepada Kejaksaan Negeri
dan Kejaksaan Tinggi melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor:
SE-002/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang

Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan;
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3. Pencegahan disparitas penuntutan tindak pidana korupsi melalui
Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal
25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak
Pidana Korupsi;

4. Penentuan prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi
melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-
1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan
Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi,

5. Pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana korupsi melalui
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka Waktu

Penyelidikan dan Penyidikan.

Adapun beberapa permasalahan yvang dihadapi dalam penanganan

tindak pidana korupsi teridentifikasi sebagai berikut:

a. Petikan Putusan/Salinan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terlambat diterima oleh Jaksa
Penuntut Umum, sehingga menghambat e¢ksekusi atau
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. Masih minimnya harta terpidana yang dapat disita dalam rangka
memenuhi pembayaran unang pengganti;

c. Tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani
hukuman pokok dan subsidiair uang pengganti di Lembaga
Pemasyarakatan schingga statusnya masih merupakan piutang

Uang Pengganti.

c¢. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan
perkara tindak pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai
leading sector penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat

rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.
Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan

utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal

maupun eksternal.Manajemen perkara termasuk di dalamnya pengelolaan
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anggaran penanganan perkara merupakan persoalan yang harus segera
ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaaan teknologi informasi
menjadi permasalahan yang lain, sechingga pembangunan dan penyebarluasan
aplikasi Case Management Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum untuk seluruh satuan kKerja perlu dipercepat.

d. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negaramerupakan potensi yang harus dioptimalkan,
khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.
Potensi lain adalah kemitraan dan kerjasama yang telah dijalin dengan baik
antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan.
Kuasa hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, harus

direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara profesional.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara
Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada
penanganan perkara tindak pidana. BEfektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) mulai 2015, perlu direspon dengan serius oleh Kejaksaan. Dengan
berlakunya MEA, potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi
sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara
Negara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu

dipersiapkan.

e. Pemantapan Peran Intelijen Kejaksaan R.I Dalam Penegakan Hukum

Peran intelijen Kejaksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir
diarahkan untuk memberikan dukungan kepada bidang lain dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Intelijen Kejaksaan memiliki
potensi besar khususnya pada ketersediaan Bank Data Intelijen dan monitoring
center. Keberhasilan penangkapan sejumlah terpidana yang melarikan diri

merupakan prestasi Kejaksaan yang didukung dari dua potensi tersebut.

Adapun permasalahan terkait dengan peran Intelijen di antaranya adalah
belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang vang dilaksanakan
oleh teknis. Salah satu penyebabnya dikarenakan belum terbentuknya

koordinasi yang efektif antar bidang teknis dengan bidang Intelijen dalam
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rangka memanfaatkan fungsi Intelijen untuk melakukan penelusuran aset
schingga diperoleh data tersangka atau terpidana yang dapat disita dan
dijadikan obyek dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

Belum terbentuknya aplikasi Bank Data Intelijen (BDI) yang terintegrasi
secara nasional schingga berdampak minim dan kurang cepatnya data
informasi dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri maupun Cabang
Kejaksaan Negeri terhadap permasalahan atau kejadian terkait dengan
penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman umum sebagai bahan
pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan terhadap

permasalahan yang terjadi secara cepat, tepat dan akurat.

f. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
1. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan melaksanakan reorganisasi pada tahun 2011 dengan
menghapus struktur eselon IV untuk bidang teknis di lingkungan
Kejaksaan Agung dan struktur eselon V di lingkungan Kecjaksaan
Tinggi dan Kecjaksaan Negeri, sejumlah kurang lebih 3000 jabatan
struktural.

Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak
dari reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi
fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural.
Hal ini juga sejalan dengan cetak biru organisasi Kejaksaan, dimana
peran Kejaksaan Agung ke depan adalah merumuskan kebijakan dan
mengelola organisasi Kejaksaan; Kejaksaan Tinggi mengelola dan
mengendalikan penanganan perkara, sedangkan peran Kejaksaan

Negeri adalah melaksanakan operasional penanganan perkara.

Dalam kurun waktu tahun 2010 — 2014 Kejaksaan telah membentuk
17 Kejaksaan Negeri baru sebagai konskuensi dari pemekaran wilayah

(pembentukan kota dan kabupaten baru), dengan rinician scbagai

berikut:
TAHUN KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK
2010 Kejaksaan Negeri Cimahi

Kejaksaan Negeri Mejayan
Kejaksaan Negeri Teluk Dalam
Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul
Kejaksaan Negeri Ampana

LAl i
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TAHUN KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK

1. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
2. Kejaksaan Negeri Lima Puluh
3. Kejaksaan Negeri Boroko

2012

2014 1. Kejaksaan Negeri Bungku
Kejaksaan Negeri Panguruan
3. Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu

o

2014 Kejaksaan Negeri Kwandang
Kejaksaan Negeri Gunung Tua
Kejaksaan Negeri Morotai Selatan
Kejaksaan Negeri Martapura

Kejaksaan Negeri Selat Panjang

e

Tabel 44 Kejaksaan Negeri yang Baru di Bentuk

Selain membentuk unit kerja baru, dalam kurun waktu yang sama
Kejaksaan meningkatkan kelas/tipe Kejaksaan Negeri dari kelas/tipe “B”
menjadi kelas/tipe “A” sebanyak tiga Kejaksaan Negeri, yaitu:

1. Kejaksaan Negeri Mamuju;

2. Kejaksaan Negeri Gorontalo; dan

3. Kejaksaan Negeri Manokwari.

Pembentukan maupun peningkatan kelas/tipe Kejaksaan Negeri tentunya
harus disertai dengan ketersediaan SDM dan sarana yang menunjang
peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum masing-masing.
Selain itu, Kejaksaan Agung perlu duduk bersama dengan Mahkamah Agung
dalam hal belum sinkronnya pembentukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan
Negeri khususnya untuk daerah (Kota/Kabupaten) yang baru terbentuk.
Beberapa Kejaksaan Negeri harus menangani perkara yang lokasi

pengadilannya terlalu jauh, sehingga tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam waktu dekat, Kejaksaan juga perlu merencanakan dan merancang
pembentukan tiga Kejaksaan Tinggi baru, sebagai konsekuensi dari provinsi
yvang baru terbentuk, yaitu Kejaksaan Tinggi Papua Barat; Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Barat; dan Kejaksaan Tinggi Kalimatan Utara.

Penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh

Kejaksaan tidak lagi berorientasi pada pemidanaan badan semata terhadap

pelakunya. Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mulai fokus pada
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pemulihan aset hasil tindak pidana yang dilarikan dan/atau disembunyikan di
luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah membentuk
struktur baru yaitu Pusat Pemulihan Aset pada tahun 2013. Struktur baru
tersebut memerlukan cetak biru agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat
selaras dan tidak tumpang tindih (berbenturan) dengan struktur yang telah
ada. Mekanisme dan alur koordinasi yang jelas akan mengefektifkan peran dari
Pusat Pemulihan Aset ini.

- Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan Kejaksaan RI

- Penguatan Perencanaarn

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejak tahun 2005 Kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek
yvakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); organisasi; dan
ketatalaksanaan. Khusus yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbarui
kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan
pembinaan karir pegawai. Tersedianya data base kepegawaian juga merupakan
potensi yvang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di
Kejaksaan. ProfileAssessment juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh
pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi pegawai.
Peningkatan status dari Pusat menjadi Badan pada Diklat Kejaksaan,

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi seluruh pegawai.

Sedangkan permasalahan vang harus dihadapi oleh Kejaksaan untuk lima
tahun mendatang di antaranya adalah:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor STahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara yang sclaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas

Kejaksaan;

2. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional non-Jaksa untuk
seluruh pegawai Kejaksaan;

3. Perbaikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional untuk
seluruh pegawai Kejaksaan;

4. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia

yang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi
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memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya
masing-masing; dan

5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan sejak
perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, sampai dengan

pembinaan karir pegawai.

BAB 11
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEJAKSAAN RI

2.1 VISI:

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan vang akan mengarahkan kita
untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan
diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan R.1

maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan R.I.

Visi Kejaksaan R.I adalah : “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dengan penjelasan :

e Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga
penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi
sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum,
pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,pidana pengawasan
dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut
membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara
lain :
¥ Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

v" Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan
¥ Pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan
agama

e Profesional:Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan
tugas didasarkan atas nilai luhur TRIKARMA ADHYAKSA serta

kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan
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wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan
berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

e Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan
selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan
tersirat dengan penuh tanggung jawab,taat azas, efektif dan efisien
serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

e Akuntabel:bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesiadapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 MIST:

Misi Kejaksaan R.I merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan
kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik
Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh
entitas Kejaksaan R.I dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan
mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan

diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan R.1.

Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, maka Kejaksaan R.I menetapkan
Misi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak
Pidana;

2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana;

3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian
MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara,;

4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan
masyarakat;

5. Mempercepatpelaksanaan ReformasiBirokrasidan Tata

KelolaKejaksaanRI yang bersihdanbebas KKN.

2.3 TUJUAN :

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta
konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan R.I. Pernyataan tujuan
Kejaksaan R.I tahun 2015-2019 menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai

di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada
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perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan vang akan dilaksanakan
dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Kejaksaan R.I pada periode
RENSTRA tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan
negara;

2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada
kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan
pencari keadilan;

3. Meningkatnya  kewibawaan  Pemerintah  dalam  menyelesaikan
permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan R.I;

5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
baik di instansi Kejaksaan R.L.

2.4 SASARAN STRATEGIS :

Sasaran strategis Kejaksaan R.I mengacu kepada UU no 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, vang merupakan
penjabaran dari tujuan vang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu
periode RENSTRA tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang dirumuskan akan
menjadi arahan dan tolok ukur vang jelas dalam penyusunan strategi, program
dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode RENSTRA tahun
2015-2019, Kejaksaan R.I menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur
Pidana dan Perdata

2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian
Hukum ;

3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara,
Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;

5. Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.1.
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2.5 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI.

Ketercapaian

sasaran

strategis

Kejaksaan R.I, diukur

menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKS)

1

2

3

L

Meningkatnya penyeclamatan
keuangan negara pada proses
penyidikan  Tindak Pidana
Korupsi dan Pada Perkara
Perdata

Jumlah keuangan Negara yang
diselamatkan melalui jalur Pidana
dan Perdata.

Meningkatnya pengembalian
kerugian keuangan Negara
melalui  jalur Pidana dan
Perdata

Jumlah keuangan Negara yang
dikembalikan melalui jalur Pidana
dan Perdata.

Meningkatnya penegakan
hukum yang berkualiatas

* Persentase terbuktinya perkara
Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana
Khusus berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewisjdezaak) dan
adanya kesepakatan/konsensus
antar instansi yang terkait dalam
penyelesaian penanganan perkara.

* Persentase putusan Pengadilan (in
kracht van  gewisjdezaak) yang
berhasil dilaksanakan oleh Jaksa
(executable).

*« Persentase penyelesaian berkas
perkara Tindak Pidana Umum dan
Tindak Pidana Khusus sampai
dengan berkas perkara dinyatakan
lengkap (P21)

¢ Persentase berkas perkara Tindak
Pidana Umum dan khusus yang
dinyatakan lengkap (P21) vyang
dilimpahkan pada proses tahap I

¢« Persentase keberhasilan operasi
Intelejenn  yustisial terhadap AGHT
(Ancaman Gangguan  Hambatan
Tantangan) tertentu di bidang Pidana
khusus,Pidana umum, Perdata dan
Tata Usaha Negara.

kewibawaan
dalam
Perkara
Usaha

Meningkatnya
Pemerintah
menyelesaikan
Perdata dan Tata

* Persentase keberhasilan bidang
Perdata dan Tata Usaha
NegaraKejaksaan RI melalui jalur
litigasi.
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No SeSaran S AR Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKS)
1 2 3
Negara
4. | Meningkatnya kualitas | + Persentase indeks kepuasan
pelayanan hukum masyarakat atas pelayanan hukum

- yvang dilakukan Kejaksaan RI.
Meningkatnya  penanganan

pengaduan masyarakat

S. | Terwujudnya  tata  kelola | ¢« Indeks RB

pemerintahan yang baik di | ¢ Kapabilitas APIP

instansi Kejaksaan RI ¢ Indeks WBK dan WBBM

* Opini BPK

¢ Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 45 Sasaran Strategis Kejaksaan

2.6 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian dan tujuan sasaran Kejaksaan R.I dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan focus area periode tahun 2015 —
2019 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut :

STRATEGY MAP KEJAKSAAN RI

tembaga Penegak Hukum Yang
" I, Proporsional

Meninekatkan Peran Mewiudkan Memgercenat
Upaya Peneeakan Pelaksanaan Reformasi
Hukum yang
Memenuhi Rasa
Keadilan
Masvarakat

Civil Society Organization (CSO) dan K/L

egahan
Tindak Pidana.

Indikator Kinerja Strategis

Koordinasi, Pencegahan, Pelaksanaan JUSI|, Monitoring lerintegrasi

Internal

Kejsksaan Tinggl -

KETERSEDIAAN
ANGGARAN

Peta Strategis Kejaksaan R.I Akan Dijabarkan Secara Berjenjang (Casecading)
Oleh Para JAM /Indikator Kinerja Utama (Level I/Eselon I) dan Para

Kejaksaan Negeri

Indikator Kinerja Utama
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Direktur/Karo/Kapus/Inspektur/Kajati/Indikator Kinerja Utama (Level
11/ Eselon 1)

BAB 111

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologi yang bersumber
pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Proklamasi dan Pancasila menegaskan jatidiri dan identitas bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD
1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini
dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka
panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), disusun scbhagai
penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden, Jokowi
dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-20235. Sistem perencanaan pembangunan
nasional tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004.

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Nomor 17 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan
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bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR ¢.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan sclama ini, maka
visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019
tersebut, telah ditentukan 8 (delapan) misi pembangunan nasional,

sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa vang berdaya saing,.

6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Selain 8 (delapan) misi tersebut di atas pemerintah juga telah

merumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pembangunan nasional

ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”. Sembilan

agenda prioritas tersebut, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah sclalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
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3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas tersebut, maka khusus terkait
bidang Hukum dan Aparatur lebih mengacu pada agenda kedua yaitu
membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dan agenda
keempat vaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

1. Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata
Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya,

dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Salah satu sasaran pokok dari misi ini adalah meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelengaraan
pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : terwujudnya sistem
pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses
publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya
implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah
serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung
manajemen birokrasi secara modern. Arah Kebijakan dan Strategi

Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
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1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
vang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penyempurnaan
kebijakan yang mengatur sitem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat
dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah
secara transparan yang terintegritas, kredibel dan dapat diakses
oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka

kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan

2. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka
partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,
serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan
pemerintahan.  Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi
publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun
dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan
sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan
akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi
Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan
operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) badan publik daerah.

3. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan
transparan, dan terintregrasi vang dilaksanakan melalui strategi,
antara lain penguatan kebijakan e-government, harmonisasi
kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-
government yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan
dan kompetensi SDM, penectapan quick wins penerapan e-
government, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan

pengadaan infrastruktur e-government oleh K/L/Pemda.

b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

nasional (RBN)
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Sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas
Reformasi Birokrasi nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitasnya
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung
peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di
berbagai bidang, vang ditandai dengan : terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas
pengelolaan Reformasi Birokrasi, diimplemintasikannya Undang-
undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi
pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah
Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien dan sinergis, vyang ditempuh melalui strategi
penyempurnaan disain kelembagaan pemerintah (Kementerian,
LPNK dan LNS), penataan kelembagaan internal pemerintah pusat
dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan
kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal
dan/atau horisontal, serta penguatan sinergitas antar lembaga

baik di pusat maupun di daerah.

2. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional
yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kebijakan
Reformasi Birokrasi nasional, penguatan kelembagaan dan tata
kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional, penataan regulasi
dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB  pada instansi  pemerintah  daerah, dan

penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit yvang dilaksanakan
melalui strategi antara lain : moraturium penerimaan CPNS selama
5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai,
penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis merit dan ICT, penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaraan diklat, penerapan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya
KASN, penerapan sistem manajemen Kinerja pegawai, dan

penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
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4. Peningkatan kualitas pelayanan publik vang ditempuh melalui
strategi, antara lain : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan
pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta,
peningkatan pelayanan publik vang lebih terpadu, memastikan
implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, penerapan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik,
penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional,
mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan
standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan
penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan
penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik melalui citizen charter, serta penguatan kapasitas
pengendalian kinerja pelayanan publik, vang meliputi pemantauan,
evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh

masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan
publik yang baik
Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi
aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik. Arah Kebijakkan dan Strategi

Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan
strategi : (a) penataan regulasi yang mengatur kewajiban
instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan
kinerja serta membuka akses informasi publik untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yvang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (b)
pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas
melalui berbagai media center, media komunitas dan media
tradisional, (c) pembentukkan PPID di setiap badan publik,

terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang
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operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik serta peraturan pelaksananya, (d) penyediaan
dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi
lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik, (f)
penvediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan
keputusan, (g)penguatan SDM bidang komunikasi dan

informasi.

2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi
publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut :
(a) penguatan Kkemitraan dengan organisasi masyarakat sipil,
swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses
penyusunan dan pengawasan kebijakan, (b) penguatan literasi
media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan
kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media
sesuai dengan kebutuhannya, (¢) pemanfaatan media sosial
untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam
interaksi pemerintah dan masyarakat, (d) penguatan government
publik relition (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif

antara pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi : (a) revisi
terhadap Undang-Undang tentang penyiaran, (b) pembentukan
pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik, (c)
pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran, (d)
pengaturan konten penyiaran, (e) penguatan peran Komisi

Penyiaran Indonesia.

2. Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

2.1. Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan,

Sasaranpembangunan dibidang hukum diwujudkan dalam :
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1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem
hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan,
dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan,
dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang

profesional dan berintegritas.

2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan

hak atas keadilan bagi warga negara.

Dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah
Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah

adalah:

a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana
perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah
kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan
perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum
berbagai bidang, mendorong adanya Kkoordinasi antara
instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam
rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut.
Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang ada schingga scjalan
dengan upaya rcformasi di lingkungan lembaga peradilan.
Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga
peradilan perlu adanya komitmen vyang kuat untuk
membrantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum
terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak
hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang

serius dan hukuman yang lebih berat.

b. Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana,
yvang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara
pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan
lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga  vang
terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi

tumpang tindih  hingga konflik dalam  pelaksanaan
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kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan
mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan
bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas
pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan
penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang
berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen
penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan
akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan
transparansi  dengan didukung oleh sistem pengawasan
internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum ,
serta penguatan Kkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

c¢. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk
jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan
dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice yang
merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip
restorative justice yang memerlukan strategi peningkatan
koordinasi antar Kementerian/Lembaga , peningkatan
kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders,
penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan

prasarana, serta pengembangan restorative justice.

d. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah
dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing
perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya
saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu
diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang
berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan
industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama
penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu
diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan

perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum
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maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan Haki,
pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (small claim

court), dan peningkatan utilitas lembaga mediasi.

Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat
penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan
pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk
mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi
peningkatan  kesejahteraan  aparat penegak  hukum,
penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta

rekrutmen aparat penegak hukum.

Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM,
Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM Internasional dan
menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen
HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia,
terdapat beberapa instrumen internasional yang belum
dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi
harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan

prinsip HAM dan kesetaraan gender.

Penanganan pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi
pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari
trend pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak
berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM
yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak
memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan,
pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM
adalah  aparat penegak hukum, yakni Kepolisian.
Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM, dan optimalisasi

penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM
masa lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua
pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu

langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa
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tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia
berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif
di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyeclesaian
kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk
membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa
pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali
di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses
pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka
implementasi perintah putusan Makamah Konstitusi untuk
segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani
pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi
mandat TAP No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat
untuk menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran HAM.
Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan
dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat
ad hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses
pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada
berlangsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab
sepenuhnya  kepada  Presiden. Proses  pengungkapan
pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan
baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen
untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai
berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang

terjadi di masa lalu.

i. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi
masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen
Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma
bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan.
Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak
berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan
ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan
institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi

bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam

www.peraturan.go.id



1 2016, No.1577

pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan
sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat
miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan

dan Kejaksaan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai
perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam
konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang
diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan
bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh
belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum
dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. Oleh
karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi
penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan
mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan Kkekerasan seksual terhadap
perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban
maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk
mendapatkan  perhatian. Data menunjukkan  bahwa
kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang
terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun
dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus
kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu
adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum
vang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya
fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra
dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui
upava peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat
penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban
atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang
akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu

dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk
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penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat
berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus

tersebut.

k. Meningkatkan pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh
kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan
penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman
HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih
banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan
pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan
penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan HAM bagi
aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi

penelitian.

. Membangun budaya hukum, dalam masa transparansi
dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana
masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan
pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka
pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat
diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan
yvang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut
berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat
akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan
masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan
laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat
menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak
hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran
hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses

pengawasan penegakan hukum.

2.2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran pencegahan dan pemberantasan Kkorupsi adalah

menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas
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pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arah Kebijakan dan

Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi,
upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan  korupsi  dilaksanakan melalui  harmonisasi
peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi
dengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention

Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi,

keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung
kepada kinerja dari instansi yvang mempunyai kewenangan dalam
pemberatasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan
yvang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus
korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting.
Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari
instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak
pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal
penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan
operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut.
Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi
koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain
akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak

hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi,
pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya
peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi
melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi,
pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan
mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

. Meningkatkan Pencegahan Kkorupsi, pada aspek preventif,
diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan
meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti Korupsi

masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan
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anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan

penyelenggara negara.

2.3. Pemberantasan Tindakan Pencbangan Liar, Perikanan Liar, dan

Penambangan Liar.

1. Penebangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

yang ditetapkan pemerintah adalah :
a. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui :

- Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi
vang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan
hukum.

- Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan
kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan
bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang

Penyelesaian Pengusaan Tanah di dalam hutan,

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan
penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas,

Promosi).
b. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui

- Penyederhanaan prosedur penegakan hukum  kasus

penebangan liar,

- Meningkatkan proses yustisi, mencabut ijin pihak vang
melakukan perusakkan hutan illegal, dan meningkatkan efek
jera pelaku illegal,

- Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan

hukum dalam kawasan hutan,

- Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (P3H) sesuai Undang-undang No. 18 Tahun
2013.

c. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui
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- Penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan

hutan.

- Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan

melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

2. Perikanan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

yvang ditetapkan pemerintah adalah :
. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui :

- Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) scbagai suatu
lembaga vang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut,
termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasarn

di laut.

- Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang
(Lembaga-Pemda-Masyarakat), Penguatan kelembagaan

pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa).

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan
perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

(PPNS).

- Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak

pidana, melalui :

- Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak

pidana perikanan.

- Mempercepat proses penegakan hukum  (penyidikan,
penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan
Khusus Perikanan.

- Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, class
Action, dan Tuntutan Perdata).

- Mengamankan dan merawat barang bukti (misal : kapal, alat
tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.

- Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK
asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitas pemulangan

ABK Indonesia vang tertangkap di luar negeri.
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c. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui :

- Optimalisasi  pelaksanaan MCS  (Monitoring,  Control,
Surveillance) dalam pengelolaan perikanan, dan
menyclengarakan pengawasan di laut dalam satu sistem
pengawasan yang terpadu.

- Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar)
dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (Vessel
Monitoring Sistem) terutama di titik-titik pintu masuknya
kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia.

- Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal
berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai

alat bukti dalam penegakan hukum.

- Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah
kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi

antar negara.

- Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan
masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan

prasarana pengawasarniya.

d. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui (1)
pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara
terpadu, (2) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat
dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya
ikan, (3) meningkatkan upava menyesuaikan sistem perijinan

yang diterapkan secara internasional.

¢. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, perikanan
yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap (1) Ketaatan
berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin vang
diberikan, (2) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam
melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book
Perikanan, dan (3) menerapkan ketentuan pengelolaan

penangkapan ikan melalui Port State Measures (PSM).

3. Penambangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

yang ditetapkan pemerintah adalah :
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a. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban

kegiatan pertambangan secara transparan melalui :

- Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin

pertambangan terutama pertambangan skala kecil.

- Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu
dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah

dan lembaga lain terkait (TNI/Polri).

- Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan
rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang

ditinggalkan perusahaan besar.

b. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan

secara tegas konsekuen dan adil, melalui :

- Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat
nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban
PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi
dan lembaga yang terkait.

- Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan

berkesinambungan.

- Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI
secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak

berlarut-larut.

- Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang

terlibat dalam kegiatan PETIL.

c. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan

menjaga kualitas lingkungan, melalui :

- Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (good mining
practices).

- Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan
skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak

kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang.

- Peningkatan jumlah inspektur tambang di dacrah yang pada

saat ini masih sangat kurang.
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- Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca
tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah

penambangan.

d. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup

masyarakat di sekitar pertambangan, melalui :

- Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah
antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan

cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi.

- Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan
legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat
dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya
sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata

pencaharian.

- Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam
mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan

masyarakat.

2.4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan
dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya
angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Arah Kebijakan dan
Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side).

2. Meningkatkan upava terapi dan rehabilitasi korban
penyalahgunaan narkoba (demand side).

3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba (supply side).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas

adalah :

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran Gelap Narkoba di daerah.

2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai

media.
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3. Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN tahun
2015-2019, terapi dan rehabilitasi.

4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu

narkoba.

5. Kegiatan Intelijen narkoba.
Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

Arah kebijakan yang akan dilakukan maka sasaran bidang
pertanahan Tahun 2015-2019 adalah (1) Memperbesar cakupan
peta dasar pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah
darat nasional bukan hutan (wilayahh nasional), (2) Memperbesar
cakupan bidang tanah bersertipikat hingga meliputi 70 persen dari
wilayah nasional, (3) Melakukan penetapan batas wilayah hutan
pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem
pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang
189.056,6 km, (4) Melaksanakan  sosialisasi peraturan
perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539
kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
tersebut, maka kegiatan quickwins untuk tahun 2015 adalah (i)
Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi scluas 17 juta Ha
pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunarn peta dasar
pertanahan dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah
adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada tahun 2015.
Dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan
pemerintah adalah : dalam upaya meningkatkan kepastian hukum
hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan
mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini
adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin
kebenaran informasi vang ada dalam sertipikat. Schingga perlu
kebijakan  perubahan sistem pendaftaran tanah dengan
membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang
dikenal sebagai pendaftaran tanah Stelsel Positif, yang berarti
negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam
sertipikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila
terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti

kerugian dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui : (i)
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Meningkatkan kualitas dan kuantitas georefrensi melalui
penyediaan peta dasar pertanahan, (ii) Mempercepat penyelesaian
sertifikat tanah, (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non
hutan, (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah

terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

2.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan,
dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah
tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan
dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses
pencegahan, penanganan, dan rchabilitasi terhadap perempuan,
anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran diatas,
arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan

kelompok marjinal adalah :

1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan

dan penindakan,melalui:

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.

- Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha tentang tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran

dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuar.

- Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan
penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan
dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi
anak.

- Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban
atau saksi tindak kekerasan.

- Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan

bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
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2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan

dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- Penguatan sistem Perundang-Undangan terkait dengan
perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

kekerasan.

- Peningkatan Kkapasitas sumber daya manusia dalam
memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan

penganggaran.

- Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga
layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan

dan penanganan kekerasan terhdap perempuan dan nak.

- Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi

kelompok marjinal, melalui:

- Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak

dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.

- Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara
bantuan hukum.

- Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan
hukum.

- Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan
dana prodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat
miskin.

- Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok

marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I adalah serangkaian
upaya dari Kejaksaan R.I untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan stategi ini, Kejaksaan
R.I mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan

prioritas dalam pelaksanaannya.
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Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional
diperuntukkan bagi Kejaksaan R.I. Mengacu pada nomenklatur RPJPN
tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2015-2019, maka terdapat 2 (dua)
hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi
agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur

dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintah vang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan
sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional
(RBN);

c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan
Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat
dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik
vang Baik.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
dengan sasaran vang akan diwujudkan :

a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan
Penambangan Liar;

d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;

e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional
disandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan
tahun 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I
disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai

berikut :
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1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS

I. Membangun transparansi
darn akunabilitas  kinerja
pemerintah.

SASARAN
Memingkatmya  transparansi
dan  akuntabilitas  dalam
setiap proses
penyelenggaraan
pemerintahare dan
pembangunan sehingga
terwwud tata kelola

pemerintahan yang baik, yang
ditandal dengan terwujudnye
sistem  pelaporan  kinerja
instansi  pemerintch  dan
meningkatmya akses publik
terhadap mformasi  kinerja
mnstansi pemerintah,
meningkamya  implementasi
open government pada
sehuruh  instansi  pemerintah
serta makin efektifnya
penerapan e-government
untuk mendukung manajemen
birokrasi secara modern.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJARSAAN

Arah kebijakan |
Penyempurnann  sistem manajemen dan pelapomn  kinerja  instansi
pemerintah sccara terintegrasi, kridibel, dan dapat diakses publik.

Strategi -

1. Penvempurnann kebijakan yang mengatur sistem  akuntabilitas
kinerja Kejaksaan,

2. Pemantapan implementasi SAKIP.

3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan
vang terintegrasi, kridibel dan dapat diakses oleh publik.

4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinega  setiap
unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU] dan sctiap
pegawai Kejaksaan R.1 (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)).

3. Tersedianya sarana dan prasarana memadai dan modern guna
mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan.

6, Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol
Kejaksaan.

terbadap  kinerja

Arah Kebijakan 2

Penerapan  open government merupakan upaya untuk  mendukung
terwujudnya penvelenggaraan pemerintahan yvang terbuka, partisipasif
dan akuntabel dalam penvusunan kebijakan publik, serta pengawasan
terhadap penyelenggaraan negara dan pemernintah.

Strategi :
1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif
vang dapat diakses publik.

PRIORITAS

SASARAN

ARAT KEBIJAKAN DAN STRATEGT KEJAKSAAN

2. Pembangunan paperless sistem untuk memudahkan pelaporan fe-
office)
3. Pembangunan e-bugeting
perencanaan penganggararn.
Pembangunan e-monev untuk setiap satuan kerja kejaksaan,
5. Pelaksanaan standar-standar open government di Kejaksaan yang
mencakup :
a Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan
mekanisine penyampaian informasi yang mudah dan cepat.
b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masvarakat untuk
menvampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta

sistem untuk  keterbukaan  dalam

penerapan kebijak oleh Kejal 1 dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publk.
¢, Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan

menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kejaksaan.

Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan vang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Strategi

1. Perumusan  kebijakan  dan grand strategi pengembangan e-
government di  Kejaksaan scsuai  dengan  kebutuhan  publik
khususnya terkail dengan informasi penanganan perkam ;

2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai

basis infmstruktur e-government di Kejaksaan ;
Peningkatan  kapasitas  Sumber Daya  Manusia (SDM) dan
infrastruktur di_Kejaksaan Tinggl dan Kejaksaan Negeri  dalam |

3.
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PRIORITAS SABARAN ARAHN KEBIJAKAN DAN STRATEGT KEJAKSAAN

pelavanan informasi publik.

2. Penyempurnaan dan | Meningkainya kualitas | Ar € i) :
peningkatan kualitas | birokrasi dan tata kelola| Restrukturisasi kclembagaan birokrasi pemerintah agar cfektif, cfisicn,
Refrmas! Birokinsi | pemerintah yang bak dalam | dan strategis.

nasional (RBN).

daya sma'ng dan 7cmev_7a Strategi :

pembangunan  nasional di| 1. Penyempumaan kelembagsa birokrasi Kejak 1

berbagai  bidang, yang | 2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas,
ditandai dengan fungsi dan wewenang,

teruwnudnya kelembagaan | 3. Pengnatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan
birokrasi yang efekiif dan kementerian serta perbaikan proses dan mekanisine koordinasi kerja
eftsien, menmgkatan antar bidang,

Reformasi Arah kebijakan 2

Birolrasi, dimplementasikanny | Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksann,
a VU Aparatur Siil Negara
secara konsisten pada | Strategi :

seluruh instansi pemerintah | 1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaail,

dan meningkatnya kualitas | 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan  Reformasi
pelayanan publik. Birokrasi Kejaksaan dengan  mengarnsutamakan  prinsip-prinsip

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas,

3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian vang selaras
dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara..

4. F 1 RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negerd,
9. Penyempurmaan sistem evaluasi pelak 1aan KB di Kejal 1
PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGT KEJAKSAAN

Arah kebijakan 3 :
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negam (ASN) vang transparmn,
kompetitif, dan berbasis merit sistem.

Strategi -

1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan

2. Penerapan sistem rekrummen dan seleksi pegawal yang transparan,
kompectitif, berbasis merit sistem dan Computer Assited Test (CAT).

3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah
dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif
untuk  mencetak  aparatur  Kejaksaan  yang  profesionalisme
berintegritas dan akuntabel.

4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berhasis
kompetensi dengan melihat presiasi kerja, reward dan punishment.

5. Pencrapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.

6. Penguaian sistem informasi kepegawaian.

7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai
Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja,

Arah kebijakan 4:
Peningkatan kualitas pelayanan publik,

Strategi

1. Peningkatan  pelayanan  publik  vang  lebih  terpadu  dengan
mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 20 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik secara Konsisten.

2. Penerapan Standar Pelayvanan Publik di Kejaksaan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung,

3. Penerapan _teknologl informasi dan komunikasi dalam pelayanan
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PRIORITAS SABARAN ARAHN KEBIJAKAN DAN STRATEGT KEJAKSAAN
publik.
4. Penir partisipasi akal dalam pelayanan publik melalui
citizencharter.

Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang
meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk
pengawasan masvarakat.

Y 7e—— .

3. Meningkatkan partisipasi

publik  dalam  proses | masyarakat dalam | Melnksanakan secara konsisten UL No. 14 Tahun 2008 tfentang
per bilan  kebijakan | p bilan kebijakan publik | Keterbukaan lnformasi Publik,

publik dengan | dan pengelolaan badan publik

meningkatkan peran aktif | yang baik. Strategl :

masyarakat dalam 1. Penataan regulasi vang mengatur kewajiban untuk membuat laporan
pengambilan  kebijakan Kinerja serta membuka akses informasi publik unmk mewujudkan

publik dan pengeclolaan
badan publik vang baik.

kinerja Kejaksaan vang transparan, cfektif, efisien dan akuntabel
seria dapat dipertanggungiawabkan.

2. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas,

3. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalni berbagai
media center, media komunitas dan media tradisional.

4. Penguatan PPID baik di pusar maupun di dacrah sesuai dengan UU
KIP serta peraturan pelaksananya.

5, Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

% Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat
dan Terpercava.

PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIWAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1. Peningkatan penegakan | 1. M katny kual Arah kebijakan 1 :
hukiun yang penegakan  hukwum  dalowm | Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan
herkeadilan rangka penanganan berbagai | berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan

tindak pidana, mewuwjudkan
sistem  hukum Pidana dan

pencucian nang.

Perdata yang efisien, efektif,
transparan, dan  akuntabel
bagi pencari keadilan dan
kelompok  rentan,  dengan
didukung oleh aparat penegak

hukum yang profesional dan | 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak
berintegritas. pidana perbankan dan Pencucian Uang,
3. Meningkatkan pengetalinan para Jaksa entang pemahaman dan

13

3. Percepatan penyvelesaian perkara tindak pidana dalam proscs
penuntutan sampai tingkat cksckusi.

6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektf dan
transparan berbasis IT,

7. Meningkatkan  pengawasan  internal  terhadap  Jaksa  yang
menangani  perkara findak pidana untuk mengantisipasi
terjadinya mafia peradilan.

8. Penguatan kode perilaku Jaksa.

. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam

tegi :
Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lamnnya
yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara
tindak pidana tenmasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian
Uang,

perbaikan mekanisme penyelidikan dan penvidikan Tindak Pidana
Perbankan dan Pencucian Uang,

penanganan perkara tindak pidana.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 2 :
Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.

Strategi
1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi
penegalk hukum,

2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas
pemahaman dalam pemberlakukan dan penerapan hukuim,

4. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak
hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim).

4, Pembangunan sarana dan prasarana vang berbasis teknolog

informatika  (TT) termasuk sistem  informasi manajemen

penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan

dan akuntabel (sebagal pilot project di lingkungan Kejaksaan).

Penguatan kewenangan penga n untuk gah terjadinya

penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama

pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas

Jaksa/Pegawai Kejaksaan).

6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana vang efekuifl dan
Lans paran

o

Melaksanakan 8istem Peradilan Pidana Anak.

Strategi :

1, Meningkatkan  koordinasi  antar Jembaga/kementerian  yang
terkait,

PRIORITAS SASARAN ARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

4. Pendidikan dan pel ! puan Jaksa anak.

3. Penyusunan Peratuman Jaksa Agung vang terkait dengan Sistem
Peradilan Anak.

4. Penvedinan sarana dan pr serta pengembangan Sistem
Peradilan Anak.

5. Menjamin terlaksananva diversi pada setiap tahapan penanganan
perkara pidana anak.

Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata vang mudah dan
cepat

Strategi ¢

1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian
perkara Datun dilaksanakan sccara cepat (small claim courty
dintamakan penyelesai dengan Tiasi

2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penvelesaian
perkam Datun dilaksanakan sccara cepat (smoell claim court)
diutamakan penyelesai va dengan diasi

3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka

turut serta memperbabami peraturan perundang-undangan i

bidang hulkum Perdata dan Tata lisaha Negarm.

Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan

lembaga

B
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 5 :
Meningkatkan kualitas Apart Penegak Hukum

Strategi ¢

1. Peningkatkan kescjahteraan para Jaksa dan Pegawal Kejaksaan,

2. Penyvempurnaan mekanisme penjenjangan karir pegawai,

3. Rekruitmen Pegawal Kejaksaan yang trmanspamn, Konipetitif,
berbasis merit sistem dan Computer Assisted Test (CAT).

4. Penerapan jemen kinerja Kejak 1.
5. Pelaksanaan kaderisasi Kepemimpinan vang obyektif dan
akuntabel.
Arah kebijakan 1
2, Terwujudn penghor Penyelesainn secara berkeadilan atas kasus Pelanggamn HAM masa
perlind dan p h lalu
hak atas keadilan bagi warga
negara. Strategi

1. Terlaksananya koordinasi antar instans| terkait dalam
penyelesaian  pelanggaran HAM  masa  lalu  untuk  menuju
kepastian hukum.

Arah kebijakan 2
Optimalisasi  banman  hokum  dan layapan  Peradilan  bagl
masyarakal.

Strategi ¢

1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum  melakukan
sosialisasi penvelenggaraan bantuan hukum.

. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan,

3. Penguatan  pemberi  banman  hukumdan  pelayanan  hukum

PRIORITAS SASARAN ARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
4. Penyuluban hukum dan penerangan hukum

Arah kebijakan d -
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Strategl ©

1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat pencgak hukum dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekemsan
seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak
lanjut penanganan kasusnya.

2. Perlakukan  khusus dan Jaksa dalam  penanganan  kasus

kekerasan di anak baik sebagai saksi pun korban.

Penyediaan fasilitas prasarana penunjang  sehingga  dapat

mengurai pra dan pasca trauma vang dihadapi olch anak.

4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam
menangani kasus anak schagai korban dan saksi. (Diklat
penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak),

&

Arah kebijakan 4 :
Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia
Strategi
1. Diklat HAM bagi para Jaksa.
2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM  bagi para Jaksa
dengan memanfaatkan hasil penelitian.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 5 :
Membangun budaya hukum

Strategi ¢

1. Penyuluban hukum dan pencrangan hukum kepada masyarakat
tentang  pemahaman  hukum  vang  diharapkan  akan
menumbubikan  partisipasi  masyarakat  dalam mengurangi
terjadinva  pelanggaran hukum secrta berperan dalam  proscs
pengawasan penegakan bk,

2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan
pengaduan masyarakat.

Arah kebijakan |

2. Pencegahan dan | Menurunnya tingkat korupsi serta | Meningkatkan Efektivitas Tmplementasi Kebljakan Anti-korupsi
lml“‘ 1 1 -' 1y ‘x' 1 74
korupsi. pencegahan dan pemb Strategi
korupst. 1, Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi olch

Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi).
2, Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset
hasil tindak pidana korupsi.
3. Penguatan mekanisme keordinasi dan  monitoring  evaluasi
Strategis Nasional Peneegahan dan Pemberantasan Kerupsi.

Arah kebjjakan 2 :
Meningkatkan pencegahan korupsi.
Strategi

1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat.
2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada

PRIORITAS SASARAN ARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

masyarakat tentang pencegahan korupsi,

3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui
Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pemberian Pendapat
Hukum(legal Opinion) dan Tindakan Hukum Lain  kepada
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Dacrah, BUMN dan BUMD di
scluruli Indonesia.

Arah kebijakan 1
3. Pemberantasan 3.1. Penebangan Liar. | Peningkatan instrumen penegakan hukum
tindakan pencbang (Peningk instrumen
liar, perikanan liar, penegakan hukum). Strategi ¢
dan penambangan liar. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalul  Diklat
entang llegal Loging

2, Percepatan dalam penanganan perkara fegal Loging.,

3. Terscdianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara
legal Loging.

4. Meninjau  kembali  dan perbaiki  peraturan  teknis  di
Kejaksaan mengenai  penanganan  perkarn  kejahatan  terkait
dengan  hutan agar sclaras dengan  perkembangan  regulasi
nasional.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 2
Peningkatan efekiivitas penegakan hukum.

Strategi

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung lerkait dengan penanganan
perkara llegal Loging yang didalamnya mengatur SOP.

2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus flegal loging.

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang flegal
loging.

4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan
dan eksekusi).

3.2, Perikanan Lar(menurunnya | Arah kebijakan :
kegiatan perikanan Har di| Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak
ilayah perai Indoneia) pidana perikanan liar.

Strategi

L. Menyusun Peratwan Jaksa Agung terkait dengan penanganan
perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP.

2. Mcuingkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui  Diklat
tentang perikanan liar.

3. Mempercepat  proses  penegakan  hukum  (penuntutan,
persidangan dan cksckusi) perikanan liar,

4. Mengamankan dan merawat barang buktl yang terkait dengan
perikanan liar agar nilai ekonominva dapat dipe

PRIORITAS SASARAN ARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
3.3. Penambangan lar. | Arah kebijakan :
(Berkurangnya PETI  tidak | Penegakan hukum pada pelanggaran kegintan periambangan secara
bertanggung jawab). tegas, konsckuen dan adil.

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan pepanganan
perkam penambangan liar vang didalamnya mengatur SOP.

2. Mcningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa mclalui Diklat
leniang penambangan liar,

3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan,
persidangan dan eksekusi) penambangan liar.

4. Mengamankan dan merawat barang bukti yvang terkait dengan

penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.

4. Pemberantasan Mo Yy P h dan | Arah kcbijakan
Narkoba dan | penanggulongon narkoba yong | Menguatnya pencegahan dan penanggulangan tarkoba.
Psikotropika. Fiteendleni - ok RS-,
angka prevalensi | Strategi
penyalahgunaan narkoba. 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganain
perkara Narkoba dan Psikotropika vang didalamnva mengatur
SOP.

2. Mcningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa mclalui  Diklat
teniang Narkoba dan Psikotropika.

3. Mempercepat proscs pencgakan hukum (penuntutan,
persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika,
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PRIORITAS

perempuan
kelompok marjinal.

5. Melindungi anak,

dan

w
w

ASARAN

Tersedianya sistem perlindungan
dari berbagai tindak kekerasan
dan  perlak salah lainny
dengan mengoptimalkan proses
P 4 P dan
rehabilitast terhadap perempuan,
anak dan kelompok marjinal.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan :

Memperkual sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai
tindak kekerasan, temasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
(IPPO).

Strategi

1. Penyusunan Peratran Jaksa Agung dan SOP terkait dengan
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekemsan terhadap
perempuan dan anak.

3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara
kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan
cksekusi).
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Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana
tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah
termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, dari arah dan strategi
tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program

sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kejaksaan R.I

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan R.1

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.1

5. Program  Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan  Permasalahan
Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
(Pidum)

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Khusus,Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana
Korupsi.

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara.

Dari delapan program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I selama lima tahun ke depan yaitu dari
tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN R.1

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

SASARAN PROGRAM INDIKATOR
Meningkatnya kualitas dan ¢ Persentase SDM Kejaksaan R.I
Integritas SDM Kejaksaan R.I yvang sesuai dengan standard

kompetensi

e Indeks Integritas/ Persentase
pegawai Kejaksaan yang taat
aturan
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR
2 Meningkatnya akuntabilitas Persentase satker yang
keuangan dan kinerja melakukan pengelolaan keuangan
Kejaksaan R.l sehingga sesuai dengan SAP
terwujud tata kelola Persentase satker yang nilai
pemerintahan yang baik akuntabilitas kinerja baik
3 Meningkatnya kualitas Jumlah satker yang ditetapkan
Reformasi Birokrasi Kejaksaan. sebagai percontohan
Implementasi RB ( unit WBK
(Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM
(Wilayah BebasBersih Melayani).
Indeks kepuasan pelayanan
internal
1 Meningkatnya penyelamatan Persentase pemulihan aset Negara
dan pemulihan aset yang Persentase penyelamatan aset
dikaitkan dengan upaya Negara
penyelesaian tindak kejahatan
dalam hal harta benda kepada
korban dan negara secara
efektif, efisien, transparan dan
akuntabel

Tabel 46 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Progam Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan pelayanan penyusunan
undangan dan kerjasama hukum.

peraturan  perundang-

b. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan
R.I

c. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan
negara bukan pajak Kejaksaan R.I.

d. Kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi
dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan
penilaian.

e. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan
R.IL

f.  Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Agung, pimpinan,
kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.

g. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi

informasi.
h. Kegiatan penelitian dan pengembangan Kejaksaan R.1.

i, Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

j. Kegiatan penanganan dan penyeclesaian pemulihan asset yang
terkait perkara.
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2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEJAKSAAN R.1

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;
NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
1 Meningkatnya kuantitas dan e Persentase pemenuhan sarana dan
kualitas sarana dan prasarana prasarana yang standard.
dalam mendukung
pelaksanaan
tugasdanfungsikejaksaan
2 Meningkatnya kualitas data e Persentase data
dan informasi pelaksanaan daninformasipenanganperkara
penanganan perkara berbasis yang diupload tepat waktu
teknologi informasi yang dapat |e Jumlah pengunjung data
diakses oleh masyarakat daninformasi penanganan perkara.

Tabel 47 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan  pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan

prasarana Kejaksaan R.I, dengan output kegiatan, yang meliputi :

a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak
memadai dan untuk satuan kerja baru;

b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor
dinas)

c¢. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;

e. Gedung dan bangunan.

3) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KEJAKSAAN R.1

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah
sebagai berikut ;
NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR |

Tabel 48 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Jaksa Agung Muda Pengawasan ;

b. Kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian dan tugas
umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan,
Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta
Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan,

c. Kegiatan peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejati

dan jajaran pengawasan di daerah.

4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN
R.1

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

k- Meningkatnya kompetensi | ¢ Jumlah SDM yang bersertifikat
pegawai kejaksaan R.I kompetensi

2 Meningkatnya Kepuasan [ e Indeks kepuasan peserta diklat
stakeholder  atas  layanan | e Indeks kepuasan stakeholder
badiklat

Tabel 49 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kejaksaan
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan.
b. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional.

5) PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN /PERMASALAHAN
HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 50 Sasaran Program dan Indikator Program
Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di bidang [POLEKSOSBUD
HUKUM dan HANKAM
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara
dan penanggulangan tindak pidana.

b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.

c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber
daya organisasi.

d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.

e. Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan

di Kejati, Kejari dan Cabjari.

6) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 51 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan
harta benda di Kejaksaan Agung.

b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan

negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung ;

c. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum
lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah
jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan,
penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan

pelaksanaan eksaminasi ;

d. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

7) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PIDANA KHUSUS,PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM ‘ INDIKATOR
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Tabel 53 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan
Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus,Pelanggaran Ham Yang Berat
Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan penyeclidikan dan penyidikan Tindak Pidana
Korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan
penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan
penyidikan perkara pelanggaran HAM berat  dankegiatan
peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung,
(perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap
pra penuntutan,perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara
Tindak Pidana Khusus lain yang diselesaikan dalam tahap

penuntutan)).
b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.

c. Kegiatan prioritas nasional bidang “penanganan perkara Tindak
Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri(perkara
Tindak Pidana Korupsi yang diseclesaikan oleh Kejati, Kejari dan
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Cabjari,dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan

cukai) yvang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari ).

8) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

1 Meningkatnya keberhasilan e Persentase kemenangan bidang
penyelesaian perkara Perdata Perdata dan Tata Usaha Negara
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jahir litigasi.

e Persentase keberhasilan bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan R.I melalui jalur non

litigasi.

2 Meningkatnya pengembalian * Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara keuangan Negara melalui jalur
melalui jalur perdata perdata.

3 Meningkatnya kualitas * Persentase indeks kepuasan
pelayanan hukum di bidang masyarakat atas pelayanan hokum
Perdata dan Tata Usaha Negara bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara.

Tabel 54 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan

Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang

diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.

c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak
vang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;

d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun
Cabjari yang meliputi :

- Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun
Cabjari ;

- Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.
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Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, berdasarkan
teori balance scorecard, maka target prioritas kinerja Kejaksaan R.I yang
ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai

berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No | Pemangku Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
kepentingan (Strategic Objective)

1. | Pencari Penanganan Perkara | Persentase hasil
Keadilan Pidum, Pidsus dan | supervisi terhadap
pelanggaran HAM | pelaksanaan
berat secara | penanganan perkara
berkualitas, cepat, | secara profesional

tepat dan berkeadilan

2. | Masyarakat | Meningkatnya Persentase kepuasan
persepsi baik | masyarakat atas
masyarakat terhadap | penegakan hukum yang
kinerja Kejaksaan dilakukan Kejaksaan
Meningkatnya Jumlah laporan
kesadaran hukum | pengaduan masyarakat
masyarakat atas proses penegakan

hukum yang dilakukan
kejaksaan
Meningkatnya Jumlah laporan
kesadaran hukum | pengaduian masyarakat
masyarakat atas proses pencgakan
hukum yang dilakukan
kejaksaan.
Meningkatnya Pengembalian kerugian
Pengembalian keuangan negara

Kerugian Keuangan [ melalui  jalur Pidana
Negara melalui jalur | dan Perdata.
pidana atau perdata

Tabel 55 Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Internal (Internal Process)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

Perdata dan Meningkatnya Porsentase kemenangan
Tata Usaha kepercayaan klien | bidang DATUN
Negara terhadap pelayanan | Kejaksaan melalui jalur
bidang Perdata dan | non litigasi

Tata Usaha Negara

Kejaksaan RI Persentase kemenangan
bidang DATUN
Kejaksaan melalii jalur
litigasi

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 -102-

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

Tabel 56 Perspektif Proses Internal

3. Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (Leamning and
Growth)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

Pembinaan Tersedianya SDM | Prosentase aparatur
dan Badan Berkualitas dalam | yang bekerja sesuai
Diklat rangka peningkatan | dengan jenis diklat yang
kualitas  pelayanan | pernah ditempuh baik
publik diklat teknis fungsional
maupun diklat
manajenien
kepemimpinan

Persentase Jaksa yang

lulus assesment
menduduki jabatan
struktural
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No

Bidang

Sasaran Strategis
(Strategic Objective)

Indikator Keberhasilan

Persentase Tata Usaha
yvang lulus assesment
untuk menduduki
jabatan struktural

Jumlah aparatur yang
bergelar S-2 dan S-3

Jumlah aparatur yang
memiliki nilai TOEFL
diatas 500

Persentase aparatur
yvang memiliki keahlian
berbicara di = muka
publik

Persentase aparatur
yang memiliki
kemampuan
pemanfaatan komputer
dan teknologi informasi

Persentase widyaiswara
bergelar master / doktor
yvang dapat menerapkan
metode pembelajaran
sesuai jaminan mutu
pendidikan

Jumlah aparatur yang
memiliki sertifikasi
pengadaan barang dan
jasa

Jumlah Aparatur
Teladan se Indonesia
(tiap

kejati/ biro/ direktorat
masing-masing 2 org (1
Jaksa dan 1 TU)

Pembinaan

Meratanya
penyebaran SDM
berkualitas sesuai
dengan kebutuhan
organisasi

Persentase
Implementasi hasil
analisis beban kerja dan
analisis Jabatan

Persentase pola mutasi,
promosi berbasis merit
sistem

www.peraturan.go.id




-105-

2016, No.1577

No

Bidang

Sasaran Strategis
(Strategic Objective)

Indikator Keberhasilan

Persentase lelang
Jabatan eselon Il ke
atas

Pembinaan

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
Birokrasi Kejaksaan

Rencana
Tahunan
sesuai

Persentase
Kerja
Kejaksaan
dengan Rencana
Strategis dan  Road
Mapp Kejaksaan

Laporan Hasil Audit
BPK atas pengelolaan
keuangan Kejaksaan

Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintahan
dari Kejaksaan

Persentase
terpenuhinya  standar
pelayanan prima pada
setiap bidang
berdasarkan penilaian
Tim Ahli

Persentase
implementasi
reckomendasi kebijakan
pengelolaan aset
berdasarkan hasil audit
terhadap seluruh aset
Kejaksaan

Persentase
Pembangunan  Sistem
Informasi  Manajemen
Kejaksaan di  setiap
satuan kerja yang
terbuka bagi
Masyarakat

Pembinaan

Tersedianya  sarana
dan prasarana untuk
mendukung
pelaksanaan
Kejaksaan

tugas

Persentase
implementasi
pemenuhan sarana dan
prasarana berdasarkan
hasil audit Kejaksaan
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
6. | Pembinaan Modernisasi Persentase
Manajemen pembangunan database
Kejaksaan  berbasis | kepegawaian sebagai
Teknologi Informatika | bahan pengambil
kebijakan pimpinan
terkait mutasi, promosi
dan pengembangan
kepegawaian.
Persentase

pembangunan database
aset kejaksaan sebagai

bahan kebijakan
penentuan alokasi
anggaran

Persentase
pembangunan paperless
sistem untuk
memudahkan pelaporan
(e-offfice)

Persentase
pembangunan e-

budgeting di Kejaksaan

Persentase
pembangunan e-monev
untuk setiap satuan
kerja kejaksaan

Tabel 57 Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan

4. Perspektif Keuangan (Financial)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

1. | Pembinaan Meningkatnya Persentase Ketersediaan
ketersediaan anggaran untuk
anggaran bagi | Operasional Kejaksaan
Kejaksaan

2. | Pembinaan Meningkatnya Meningkatnya
kesejahteraan tunjangan fungsional
pegawai Kejaksaan | dan atau remunerasi
R.I pegawai

Tabel 58 Perspektif Keuangan
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Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah
kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan R.I dalam lima
tahun ke depan tahun 2015-2019 akan dikelompokkan dalam S (lima)

Tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum
Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi
penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di bidang Pidana
Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional,
melalui : perbaikan rekrutmen Jaksa, perbaikan pola mutasi dan
promosi Jaksa berbasis merit sistem, menyiapkan SDM penyidik,
penuntut umum serta Jaksa eksekutor dengan jumlah yang
tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk Jaksa
spesialis Penanganan Perkara tertentu, meningkatkan mutu
SDM penyidik dan penuntut umum melalui serangkaian
pendidikan dan latihan di dalam negeri serta perluasan
kesempatan belajar ke luar negeri, melaksanakan pendidikan
terpadu antar penegak hukum, menetapkan standar mutu dan
kompetensi penyidik dan penuntut umum, melakukan penilaian
kerja secara terukur kepada penyidik dan penuntut umum,
meningkatkan kapasitas aparatur intelijen dalam pelaksanaan
surveilance dan penyadapan, meningkatkan kapasitas aparatur
vang bertugas sebagai tim supervisi, eksaminasi dan eksaminasi
khusus, pemberian gaji dan tunjangan serta remunerasi yang

layak demi peningkatan kesejahteraan bagi Jaksa ;

b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan
target kinerja bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum
serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi
dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi, meningkatkan dana operasional penanganan perkara
pidana umum (terutama tindak pidana penebangan liar,
perikanan liar, penambangan liar dan Narkotika) dan perkara
pidana khusus (tindak pidana korupsi dan pencucian uang),

mengoptimalkan fungsi penyadapan dan surveilance dalam
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mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, menyiapkan
internal auditor bagi Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan
video conference dalam ekspose perkara tindak pidana korupsi,
membentuk  Satgas  Operasi Tangkap Tangan  dalam

Pemberantasan

c. Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara
perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara
penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar,
meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang
menangani perkara anak dan perempuan, meningkatkan
kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, KPK, PPATK, BPK,

BPKP, Komnas HAM dan Kerjasama Internasional;

d. Mewujudkan pembenahan terhadap kualitas aturan
internalsebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakan hukum,
melalui:, Pembenahan terhadap Pedoman Pelaksanaan
Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyusunan Pedoman
Tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP
perlindungan Justice Collaborator, menyusun SOP pelaksanaan

sistem diversi dan restoratif justice

e. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas penegakan hukum, melalui : Pembangunan
Gedung Kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kendaraan
dinas, menyediakan infrastruktur untuk pengamanan Jaksa,
gedung kantor dan kendaraan operasional dalam melaksanakan
tugas, Pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Wanita,
Pembangunan Ruang Pemeriksaan dalam rangka Penyidikan,
Pembangunan ruang Jaksa Fungsional dan ruang konsultasi
penanganan perkara, membangun sistem penanganan perkara
berbasis Teknologi Informatika, menyediakan infrastruktur
penunjang dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan
pembuktian di muka persidangan (misalnya penyediaan alat
rekam sidang, dan sebagainya), pembangunan ruang diversi dan

perkara Anak Berhadapan dengan Hukum
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Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi
baik secara nasional maupun internasional, membangun Sistem
Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi

Informatika ;

d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana
maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara
Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian
layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan
jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN,
meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis

Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah;

e. Peningkatan Kerjasama Nasional dan Internasional dalam rangka
pelacakan aset, melalui : penandatanganan MoU atau MLA
dalam rangka pelacakan aset, meningkatkan hubungan yang
didasarkan atas hubungan baik antar negara (resiprositas)
dalam rangka pelacakan aset, membentuk kantor perwakilan
Kejaksaan di beberapa negara untuk optimalisasi perampasan

aset.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih
dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh
Kejaksaan adalah :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui : pembenahan
terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), pembenahan terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan,
mengoptimalkan pemanfaatan e-monev, menggunakan sistem e-
budgeting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan
Kejaksaan, pembentukan LPSE (e-procuremenf) dan ULP di tiap

kejaksaan Tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran

b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya

seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang
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memenuhi  kualifikasi  tertentu  untuk melaporkan harta
kekayvaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara
Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur
Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan
hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan, meningkatnya
pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam perencanaan
program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya,
peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam menyeclesaikan
setiap pengaduan yang masuk, meningkatnya pengawasan melekat
dari pimpinan setiap satuan Kerja, meningkatnya peran
pengawasan dalam melakukan pencegahan terjadinya Kkorupsi
dalam pengelolaan keuangan-pengelolaan SDM dan  Aset
Kejaksaan, operasionalisasi Sistem Pengedalian Internal di
Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan
pakta integritas dan pembangunan mekanisme  kontrol
pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan
secara intensif zona anti korupsi di setiap Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia,
pemantapan whistleblowing sistem, pemberlakuan sistem reward
and punishmet sccara efektif, melaksanakan diklat Budaya Anti

Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan

c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan,
yvaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos,
layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan

dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi

Birokrasi
Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan dalam rangka

meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan

Reformasi Birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

a. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu melalui
melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja,
melakukan audit terhadap sarana dan prasarana Kejaksaan,
menyusun peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi Kejaksaan

berikut tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, penataan
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jabatan struktural dan fungsional serta pelaksana administrasi di
Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan
hasil survey kepuasan aparatur kejaksaan dan masyarakat

terhadap tata kelola kejaksaan.

b. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan yang ecfektif dan efisien
yvaitu dengan : membangun e-office di Kejaksaan, optimalisasi
pemanfaatan database kepegawaian, database aset kejaksaan,
database pengawasan, database intelijen, database penanganan
tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi

Informatika, e-arsip.

c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui :
melaksakanan pendidikan baik didalam (yaitu berupa diklat
manajemen kepemimpinan, diklat teknis fungsional dan pendidikan
/pelatihan lainnya yang bergelar ataupun non gelar) maupun di
luar negeri, menentukan role model Kejaksaan, melaksanakan
pemilihan para pegawai teladan se Indonesia, meningkatkan jumlah
Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam assesment untuk
menduduki jabatan struktural, meningkatkan jumlah aparatur
yvang berkualifikasi S-2 dan $-3, meningkatkan kemampuan bahasa
inggris aparatur Kejaksaan RI, meningkatkan kemampuan aparatur
dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah
aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa,
mengirimkan widyaiswara Kejaksaan RI untuk mendapatkan
pendidikan peningkatan kompetensi,pembenahan sistem
rekrutmen CPNS secara transparan, pemanfaatan Computer
Assisted Test, optimalisasi assesment center, menetapkan pola
mutasi dan promosi berbasis merit, lelang jabatan bagi Pejabat
Eselon TI ke atas, pendidikan aparat penegak hukum yang
berperspektif HAM dan responsif gender, peningkatan kapasitas
Aparat Pengawas Internal Kejaksaan RI, meningkatkan kapasitas

Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan:
Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:
a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan
tentang standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima

Kejaksaan RI.

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 110

b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui:
optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan
hukum dan penyvuluhan hukum, pembangunan jaringan
masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara

vang dapat diakses masyarakat setiap hari.

c. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan
Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan R.I yang dapat diakses

masyarakat.

d. Penanganan  pengaduan  masyarakat, yaitu melalui
mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan

penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan RI.

e. Penerapan standar pelayanan minimal, yaitu melalui : optimalisasi
fungsi pembinaan dalam mendukung tercapainya standar

pelayanan minimal di tiap bidang.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan
untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana
tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019. Saat ini Kejaksaan RI
membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses
bisnis yang jelas dan transparan.Berdasarkan Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mengamanatkan penanganan kerangka regulasi vang scjalan dengan
kerangka pendanaan secjak proses perencanaan. Oleh karena itu
pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan
juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan
dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat

memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan
sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:
a. Mengarahkan  proses  perencanaan pembentukan  peraturan
perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
b. Meningkatkan kualitas peraturan Perundang-Undangan dalam

rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
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c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap II, tahun 2015-2019, sinergi
antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan
pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan
tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan

sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kerangka regulasi ini dibuat berdasarkan kajian, penelitian dan
kebijakan yvang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI
sangat perlu sekali melakukan perubahan maupun membentuk regulasi
baru untuk mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan RI

dalam lima tahun ke depan, terhadap beberapa hal, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada;

b. Kondisi Kejaksaan R.I yang masih membutuhkan pengaturan
terhadap beberapa hal yang belum diatur;

c. Peraturan Perundang-Undangan yang memerlukan harmonisasi dan
sinkronisasi.

d. Peraturan Jaksa Agung untuk persoalan teknis dan kebijakan
internal lembaga dan ;

e. Peraturan Jaksa Agung Muda untuk kebijakan teknis internal

lembaga.

Beberapa peraturan yang perlu diselaraskan yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 yang
perlu  penyesuaian mengikuti perkembangan hukum dan
perkembangan organisasi.

2. Melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanan yang
berhubungan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut
baik itu Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.

3. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Rekruitmen Pegawai
Kejaksaan yang Transparan, Kridibel, Akuntabel, dan Merit Sistem.

4. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Promosi dan Mutasi

Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Rl yang transparan, kompetitif dan

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 114

berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan
punishmend.

5. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang di dalamnya mengatur tentang SOP (Standar
Operasional Prosedur), ini berkaitan dengan terintegrasinya penangan
perkara tindak pidana bagi aparat penegak hukum.

6. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Tindak
Pidana Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.

7. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pelacakan Aset bagi Pusat
Pemulihan Aset.

8. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Lelang Terhadap Barang
Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan
perkara telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penyadapan dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi.

10. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara

HAM dan HAM Berat.

11. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi.

12. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kejaksaan R.1.

13. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

14. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara
Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang berhadapan dengan
Hukum.

15. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tuntutan Penanganan
Perkara Tindak Pidana.

16. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa
Agung tentang Laporan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda
Pengawasai.

17. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

18. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Litigasi dan Non litigasi).

19. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa

Agung tentang Bank Data Intelijen.
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20. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Monitoring Center
Intelijen.

21. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Jaksa Spesialis.

22. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa
Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia.
. KERANGKA KELEMBAGAAN

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan
pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah
vang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program
pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada
organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta
sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas,
fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter
dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan
kerja inter dan antar organisasif/lembaga pemerintah, sedangkan
sumber daya manusia aparatur negara mencakut para pejabat negara
dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka
kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude).
Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksud untuk
mewujudkan kelembagaan pemerintah yvang efektif, efisien, akuntabel,
dan  sinergis agar mampu  melaksanakan  program-program
pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam
kerangka kelembagaan, tentutnya tidak terlepas dari tugas pokok,
fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan
oleh segenap aparatur Kejaksaan vang ada dalam struktur organisasi

Kejaksaan secara hirarkis.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh
Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Secara yuridis, telah dikeluarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia vyang kemudian

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 116

ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
006/A/J.A/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecjaksaan
Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan
wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa
Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dan seorang Badan yaitu
: Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa

Agung Muda Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Disamping para Jaksa Agung Muda, juga terdapat Staf Ahli
dan Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang
serta fungsi Kejaksaan di bidang-bidang tertentu yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Untuk
menunjuang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang
karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung,
diangkat Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung vang dalam
pelaksanaan tugasnyva bertanggung jawab langsung kepada Jaksa
Agung serta secara administrasi berada dalam lingkungan Jaksa Agung

Muda Pembinaan.

Untuk menunjang kegiatan di lingkungan Kejaksaan, dibentuk
beberapa Pusat yang dipimpin oleh satu Kepala, yaitu Kepala Pusat
Penerangan Hukum, Kepala Pusat Informasi Data dan Statistik
Kriminal, dan Kepala Pusat Pemulihan Aset serta Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan. Untuk pelaksanaan tugasnya secara
administrasi Kepala Pusat Data dan Statistik Kriminal, Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Pusat Pemulihan Aset
berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sedangkan
Kepala Pusat Penerangan Hukum berada dalam lingkungan Jaksa

Agung Muda Intelijen.
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Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan membawahkan sebuah sekretariat dan/atau beberapa biro
dan/atau beberapa Direktorat dan/atau beberapa Inspektur dan/atau
beberapa Kepala Pusat. Scekretariat dan Biro membawahkan beberapa
Bagian dan sectiap Bagian dapat membawahkan beberapa Subbagian.
Direktorat membawahkan beberapa Subdirektorat dan setiap
Subdirektorat dapat membawahkan beberapa Kasi. Inspektur
membawahkan beberapa Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur
Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu membawahkan Pemeriksa.
Kepala Pusat membawahkan beberapa Bidang dan setiap Bidang

membawahkan beberapa Subbidang.
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Khusus Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing
membawahkan beberapa Koordinator dan setiap Koordinator dapat

dibantu oleh beberapa tenaga fungsional.

Untuk Kejaksaan di daerah, terdiri dari Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang kedudukan dan
wilayah hukumnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kepala
Kejaksaan Tinggi membawahkan Wakil Kejaksaan dan beberapa Asisten.
Asisten di Kejaksaan Tinggi membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag.

Kepala Kejaksaan Negeri membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag.

Jumlah satuan Kejaksaan seluruhnya sampai dengan tahun
2014 sebanyak 517 satuan kerja, yang terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), 31 Kejaksaan Tinggi, 408
Kejaksaan Negeri, 74 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis
Kejaksaan RI.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan
Pengadaan Barang dan Jasa telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan
amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah.

Dalam mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan,
masih perlu adanya penguatan lembaga berupa pembentukan 3
Kejaksaan Tinggi di daerah Provinsi yang belum terbentuk yaitu Provinsi
Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, dan
peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri
sebanyak 4 Cabang Kejaksaan Negeri. Pegabungan beberapa Kejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang satu
dengan Kejaksaan Negeri yang lain, yang kinerjanya tidak optimal seperti

Kejaksaan Purwokerto dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dijadikan satu
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menjadi satu Kejaksaan Negeri saja, Cabang Kejaksaan Negeri Semarang
dengan Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan satu menjadi Kejaksaan
Negeri Semarang saja, dan beberapa Cabang Kejaksaan Negeri serta
Kejaksaan Negeri lainnya, penggabungan ini bertujuan untuk menghemat
anggaran Kejaksaan RI tetapi tidak mengurangi kinerja dari Kejaksaan
Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang digabung. Sebelum
dilakukan penggabungan/merger perlu di kaji dan diteliti terlebih dahulu

perlu atau tidak dilakukan penggabungan/merger tersebut.

Selain menambah atau menggabung lembaga Kejaksaan, perlu
juga adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

guna menunjang tugas, fungsi dan wewenangnya.

Disamping Kejaksaan R.I akan menambah atau menggabung
lembaga Kejaksaan, Kejaksaan R.I akan menghidupkan kembali eselon IV
yang berada di bidang teknis Kejaksaan Agung dan eselon V di bidang
teknis yang berada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi guna
menunjang tugas pokok, fungsi dan wewenang yang sebelumnya dihapus,
dengan penghapusan eselon IV dan eselon V ternyata menghambat tugas-
tugas dan fungsi Kejaksaan dibidang teknis penaganan perkara. Selain
hal tersebut diatas Kejaksaan juga akan menambah Direktorat baru yaitu
Direktorat atau eselon II yang menangani masalah HAM Berat di Bidang

Tindak Pidana Khusus.
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BABIV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan RI Tahun 2015-2019
berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja,
baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan

indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
merupakan dokumen RENSTRA Kejaksaan R.I yang disusun dalam rangka
memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dilakukan
dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang
dipetakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 serta mengacu pada tugas, fungsi
dan wewenang Kejaksaan R.I, maka RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis
RPJMN Tahun 2015-2019 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan
hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi; (c) Pemberantasan Tindak Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan
Penambangan Liar; (d) Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika; dan

Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 disusun untuk menjadi
pedoman bagi Kejaksaan R.I dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-
tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan, dan pedoman bagi Pejabat Eselon I dalam memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional kepada Kejaksaan R.I, agar kinerja
pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-
2019 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana = Kerja
Kementerian/Lembaga (RENJA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kejaksaan RI setiap tahunnya.
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Target-target pencapaian RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan

kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka
pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dimonitor dan
dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan laporan tahunan serta
dioptimalkan dengan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).

JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIA,

H.M. PRASETYO
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o At At Balm Layanan 5273 6218 5273 5279 5203
Tokis Kejaknaan R |Teknn Kejeksaon R pada
et Porwakilan Perwakilan Indomesia di
Sorsesin g Laar Wegeri
- Peogelolaan - Prugelolaac = Tiulan Layanan 0.314) 0314 0314 D.314] 0.314)
Kojadusan
Kejaksnan Aguog RU  [Agueg KL
~ Lagnnan Parkomtoran | - Layanan Peckwntornn - Balwmn Laganan Vo7 0687 083 D687 0.687
| SELUARAN PROGRAM ES |INDIRATOR KRLUARANES £
- Penwiitaar: dan = mdah Lgparin penw ¥l dar: 2788 2500 3500 3 500 3500
| Hengembangan. | pengembanaan
Feoiksaaean RT
- AT AN A CATAVES | RORATOR RELTARAN ES T
|ERQIATAN . 2
FROGRAM/ KEGIATA | SASARAN) PROGH X INDIKATOR = ALOKAS] ANLCARAN (dnlam nital
LNoKUP | KODE - I L e PR P KELUARAN WDIKATOR KELTARAN
1 2 3 l_ ) 3 3 3
055 |Peneiition den Terlrenoanys Keginoom
» Peaigkagian,
Repablds
K. Keslmumn dan
Kegiatrn Oamish Luinayn
|ang Dorkuitan Dengan
[tugns don Wemeams
Serta Fun i Kojaksaan
Berdnsarkan Poraturon
dn Peramdang
[Undangen dan
Kesjjnkumans y g
|Ditetapken Oloh Joksn
[Aang
Kematan Pencknian, | - Peaelitian, peagkaion. | - Jumlab laporaa praslition dan. 2768 3E00 3500| 2.600) 3500
Pren oo,
5 il uan dan
Kesjusana Kolmiisn  [kegiaran imish binaya
don Kegistan lminh  |yong herkaitan dengen
Laiaaya tugaa das wewonacg usrtal
fangss Keyaksoon
| KELUARAN PROGRAMES |INDIKATOR KELUARAVES T
1
Ferencanazn dan ~@kumen percnanan 5639 531 Saz1 5821 5921
S — vt
iaraginien Ovgnisest
AR SASRAT | KR AR AN KA AT B | PO .
RGN 2.
1062 ? 5629 S821 Sa21 421 a821
Dalam Feaviopon
Avggnran.
o i dy Pakn
Laknan s, Progotabm [Memgeeen, Ovgnisei
Data sertn nn Turalsksnna 4i
dan i P
Peailoion [Serta Kvabunsi daa
Monstoring Pelaksanam
Rencana Kexn dan
Fenyedinen Data
[lave ntarisesi
pem bangamm Dioshiril
aatuon kegja Kejokanan
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FROGRAN REGIATA | SASARAN, PROGRAMY & TNDIKATOR 7 ALCRAS]
LINGKUP KRLITARAN s \TOR KELUARAN —
R [ EGIATAL SASAHAN) PROGRAMY e s 01 216 7018
1 2 3 a 3 L) 7
Jumlah Peeaturan Fecaturan Pomundang | Peraturen (R 1259 1259 1259 1259
Prrudong sudeagan  [wndang Pembestukan
oug trckonit Sntaan Kesja Barn
poyem purn aan
oripmien s dmn tata
kerio
~ Jumlah Dokumen - Dokumen Rencmn - Dokunmen 3320 3401 3401 2407 3401
Rencana Keca dan  |Kegja dan Anggaran
FHopaken BT K BRI
~ Laporan Pemsntana | - Lagoca Pensntaum | - Pelapersa o803 0800 CECH 0.502] 0802
4on Feailaian Terbadap |terbadag pelaksonanc
Polaknonnan Fencann  |renconn kesin
Ketie
Taporan Hasil Tagornn il Felnporm 0357 R 0.59| D.399) n.356]
Datn yaug Data yaug
oreit doggon torkait domsgan
Reacann Femeana dim
[dnn Progam Kerja, Program Kena,
¢
Orgnsiacms danTata  |dan Tata lakama
Lk smn
TARAY COEATOR IEARAVES 1
- Bl Lapanan 3738233 2738235 2738235 2738233 2718235
Il\'DmYm SASARAV DIDKATOR KELIARA®
KEGIATAN - (e
1085 “ Fum usan 62762 62762 62,962 62.762| 63,762
K Tulends di
Ko alacan RI, [Bidany Kecotansabons
Fmpican, Umum dan Pinpinan,
g dan Bina [ Dalnm dan
Keagjatiteruan T —
Pogoai B Paan herdsat
[Bsabiagan, Poasbioacn
don Peagomanan Teknis:
Felavenan Pelayansa EBulon Layaseo 3392 3,249 330 2.342| 3.342|
R frotokoler, Peotekeler.
Bica Kesejalternan  [Binn Kesajalrtersm
i Pompinian [Peyawrai, dan Pim picin
FROGRAM; KEGIATA | SASARAN, FROGRAM/ & INDIKATOR . ALOKAS] AIIGCGARAN (dnlm st
LNOKUP | KODE Y it SASARAN, PROGRAM KELITARAR WDIFATOR KELTARAN
1 2 3 A 3 3 P
Taponnn Petkantoren | - Layanan Pocksmtoran | - Bmiln Laganan
084 |Pembinnan dea Trenioxsananya Kunkins
dan
R cnan Bikk Nogan
Ireng Meniod: Tosgsaog ™ e g 1 g ey
[omrels Hrinlovans [Ketuscaluam Pokok Pokok Pegavni Fejaknan
Poguovai Kejakssan R [RT
Capaana Perkonturen | - Layanan Peckonteran | Dulas Lopasan £] w»l 20,490 20.4%) 20.490) 0 uol
Dperogsaal ULP dan Opecamional ULP dan. EBulsa Layacan 0 A50| 0.480 Q.80 0.480| 0.450)
Lese Lesy
090 |Drakuogm Trlabmnn P40 AR3|  2640.463|  J649483| 2648483 2643 483
o "
Dukutgan Toknis  |Sesina Serae Ko
Lainnyn Jokuo Agung |0 slam Rengks Peryispon |
[Muda Fombinoaa di |Fumuseo Rencaca daa
Kengung, Kejati,  |Progrom Kegia.
Fegri dan Cabjari [Momitariog den Bvednas
Pelnksanam Regintan
|Peseibiaen 8 Sofurut
indonesia
Tl pelay aan,
ogurusional pork satosan
[ xopoch an. pokok
[perkmmoran,
pemelihorana geduag
fientar dan ke ndaranm
{nset nogarn yang dieiliki|
Kejaknaem), pembaynran
langganon dasa don josn
ftistrik, tolephonn dan air,
s ke butistimn lains guna
m e ng operasonal
[ S——
Fomlan Peloyonan |Pelayonon Tlan Lagasan =D 05606 [ D856 0850)
& ’ & bidng
Lingkungmn Jaksa [ Jaksn Agung Mixdn
Jaguag Muda Posss i s
pem binasm
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PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN) PROGRAM/ A INDIKATOR = ALOXAST
LNOKUP | KODE o BRIATAN SASAAN, FROGRAMY KELUARAN MDIKATOR KELUARAN T T oE T 5]
1 2 3 a 3 o 3
Oporomenal Loynnom Perkantoran Bulan Layanac 2640 627 2648.627 2648.62¢ 2648627 648,67
Pranclkhoracn Kantor
dan Pelagmnan
Birckuusi termosiik Gaji
dan Tanjangsn &
| Ecjo, Kejani, don
Cobyori
G - Frseniase 380209 391.937 391937 391937 291937
Keuangar anggrn
~ Perwentins FREF yang optiansl

WW TARAN ERIEATOR KR TARAN B 2

FROGRAM; KEGIATA | SASARAN, FROGRAM/ & INDIKATOR . ALOKAS] ANl RAM (dnlam n 12|
IS ALY
QIR | -EGOE o TAI SASARAN, PROGEAM/ SEUSESH i e 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 l_ 4 3 3 1
1082 Fembinsnn [Terlaksananya Kuskitas 380 204 291037 21937 291.037 291937
daa don PRFS
Feaermaan Negarn
Tuken Pajak
Ko aksancs BT
Layanac Perkantoran | Layanon Peckantoran Dulan Lagacan 376.943] $I6943| iS4 A6 3694
Laporan Peogelolasn  |Laposan Pongeleloan. Caposon 9911 10819 10819 T019] 10.819]
Lapotan Peagedolam  |Ligoran Peasgulolias - Laporan 2.3%0] EEEE) 4178 4174 %.173)
L ra i Wogurs

Bukan Pagak eofakncas [Bukes Pojak Eejakacsn

|DREATOR SASARANY [ RELUARAN PROGRAMES (INDIRATOR ARIZARAVES 1,
| EROGRAN L

~Tenngudny Persertor ekl infomunst grang | Perseriase (%) sstesn fjorman FEIW 35348 5345, 35,340 e |

datibesw ang testrtegrasi

o Tokmoiodt
Ifornibtea

| EEGIATAN |

1088 [Pemysgise Duts [Tursmtinny 4 Bass Daia ETIEN 35,345 33,548 38,348 35348}

Starierik Krimicol  [yang Dapat Mooy
dan Teknologs |iaformasi Data Perkara
iaformas: Soeara Alcurat. Lengkap
| alamm Rongha
(Mewwiyud k.
Pensnganan Prekarn
Suemn Copat dia
[Akuantabel Secta Dapaz
Diakaos Massarakst
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FROGRANY KEGIATA | SASARAN, PROGRAM/ & INDIEATOR, ] 5 ALORAS]
OKUP KELUARAN s \TOR KELUARAN —_—
A R [ EGIATAL SASAHAN) PROGRAMY - s 01 216 017 018 7018
1 2 3 a 3 o 7
Prn gelolann Datn [Sintem Inform s Sivwem mbrman 35398 35338 35,348 38348 5.348
Stotetik Xrinmal i s e data prrkazn,
_—
Proanguuan Perknra  [herdus ki jenis
dm Pengembmpan  [penamgan perkea
 Teknologi Sistem. termaak EDKT, porkara
informas anak dun perkarn lamnya
~ Mewiariygs Penyeinimn Pewnirinean dan Laporn Pengeloton 30572 30572 30,577 0 572 Tasea|
2 sesnal
Kolnaunan
ERGIA LAY EAN KEGIATAN. FLUARAN EFGATAN £ | INDIKATOR KREUARAN £ 2
081 |Fembinnan d Mewmghatiga Rualtes 30573, 30512 30573 an.072] 30572
Kepegrwaian di IMetiput Keknumen
Kejagung, Kejath, | Pogassd, Jenjmg karer
b dao Cabjors  [dan Mitass Pegawai
0 572| 30574 20,572, 30.672) 0572
[Meranghatiye dukungen At Feraukhan ) Aset g 7407 107 1107 1507 1607
sertuadiang bidang tetnis | diprtdtiinn et ypang i fe ksl o dipuiitibon
ekt oplisnst akeriiabel erkal etk
penanganan perbara | pidene
EEGIATAN . |Sas AN | EYDIKATOR SASARAV | KELUARAN ES KELUVAY 5 2
EUATAN : 2.
FROGRAN, uumml SOSAEAN) PROGRAM] & ISDIEATOR = ALORAST ATICCARAN (dnm
IS e
QNG | -EGOE " EGIATAI SASARAN, PROGRAM/ SEUSESH SICENTD R KL 2015 2016 2017 2010 2019
1 2 3 l_ A 3 3 1
S270 Penangrnmm dan Terloksananys Tindakan qADT 11907 11407 11407 11.407]
dom
Asct yang Azetyong
tevkai, perknea (dikmsthan dengan Upeiyn
Penyelessinn Tadak
Kejaluatun dalas Lal
11 vt Bencla kepada
Kerban dan atou Negara
necarn Bfoktif, Efivicn.
[Transperan dan
Akimtahel
[Praan gnoan Tl | - Jumish Lapotan = Taporm 718 10.577 10.377) 0377 6377
st y g covtesit Penngann P uliisn
s s sl Bjodusitnes [Ascnt yamg kst deaigu
Hasil Xesbaran
~Pelayanse “Hualan Layanan 0263 1.030 10%| 1.030) 1020
Ketatmsobacm dan
Birokras socta
Penyususnan Keosana
Progrom Kega dan
|Anggacnn pada Puar
Pemaliban Aver
[T O | A L | CORAT S |KELIARAN FROGEE
[(ROGRAM 2. L
006,01 04 Progracm Towin i 355 025] 468,208 488,308 A88.308]  485.308]
Sacane dan
Frasarana Aparotur
Wej nksann RI [Merwighanam knena To7Se AN SETGNA (U0 | ST N Prasa - FEISaIass PRTAIGR SEHnG 335033 WEE308 768,305 83, 308 998,308
aparotur Rejakvaan rriovarama geding g mewadia lion st arae
[ dergur didukung vamoes |tunior, memads divas,
dan prnsesiana g bndaroa) opsrasinal
meradn @ora sarana
peetem ghagraan Fromgaurars
EEGIALAY |[SASARANKEGIVIAN: | ODIKATOR SASARAV | AELUARAN KECIATAY LS | ENDIKATOR KELUARAN ES 21
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FROGRAN REGIATA | SASARAN, PROGRAM/ K INDIKATOR. :
LNOKUP | KODE o BGIATAN SASAHAN, PROGRAM/ KELUARAN MDIKATOR KELUARAN 015 _l:ol9
1 2 S a 3 o 7
1091 Feomn Fnean 355025 434 308)
daanf Posmgkatan  [apacetur Kejokanas ds
Sarnnn don sckruh Indonenw
Prasarmin Kejaksann [dengan didukang oleh
" orana drn prasarsn
yemg memadai guon
eclomcaron pelaissannan
apas pencgakan hukum
[Tors edinnya Sarumn dem | Kendarann Becmetor it 74121, 96970 96,970 Errr T |
Presarana Geduny
Kantor, rumab jobates
CEpep—
Kejaksann 45 dacrah,
Kot st oo il
roda-d, kendmram
tahanan seets sarena
perlenskapon
v N——
fierj b di posat
o pa & dadeah Peranghar Temgolal Data | - it 74 204] 74,504, 24,204] Z4.504) 24 204)
o Fomunikast
Peralaton dan Fasdktos wait ¥ 44| 43,004 43,034 42.004 43.004)
Prekanton
[GeTmna/ Bangmen —m7 210261 32an00]  saa1on] | a24.300]  324.100]
[T PROGRAM : | KEL UARAN PROGRAM £S | VD LRAVES 1 |
L
(006,01 04 Program Fengeensamn 23.438] 23.438 33,938 22.433) 23.433]
e Penagleatan
| Aku otabilitas
Aparatus Keakanas
L [Vicra ghatapa bude k butegritas [ Auchf el dian aguvar, | - Bankah S pengadind 15203 15203 15303 15,200 15200
kediviptian, wiegrives | Apamoir Rejaksaen | pengadion pean clitongrd
dan kepntuhan Aparatur
Kejekamn ctay Amuran
g Btk beri
e it mastqpean ebsiernad
[Pvrsordase pengaduan - Perveniase (%) audsl frk:mal 5333 2355 3238 3235 B335
i kezsuy yung teshiadap kive g den kenangon
| nuraestan oleh bitarg
pongResen
gt it
FROGRAN, uumu[ SASAEAN) PROGRAM/ & | INDIEATOR = ALORAST ANGGATAN (Antom
| RERGE | A " EGILTAI SASARAN, PROGRAM/ SEUSESH TEDRNTD R RGN, 2015 20106 2017 2018 2013
2 3 ) T
KEGIATAY . INDIKATOR KELUARAVES 2
1095 |Femn geatiar Torintaananyn Kegarem To0s| Eres o893 D.053| x|
At
Tagna Tugas futin
Fokok das doa Pembaagunan
Wewenang, & Sem i amarr Kejaksasn
Witaya: 1 2 o duscsr ks Feratusia
[ Purrun dang indsagn
420 Ketgaleanac vany
D tetapkan Olek Jokaa
(Agaay wlayah |
Fawleh Loporas | Penangnnss Laporen Laporan Fengadunn 699 0 0590 0693 0,693
lyang Ditmdaidanjuti  |yoog ditin daklaguti dan
don Disedosatk ATy
Techndog pedakeanasm tupoksi dan
3 H wituyals T
weeronang pada
witapah ¢
1092 |Pemingkatan [Tedlaknananya Kegiaton 69 0.693 0693 0.693) 0,653
At
‘ Tugen Tugas Rutin
Fokok daa T
Wy & Sems i Taiar Kijkassn
Wilayat 1T Eerdaanrkan Foratusoa
Perundang Undangao
dan Kebjokseaaon yoag
Ditetapke Dleb: Juksn
Ingitng wilayat
Jrm b Laporan Prmngan Tapotan Taporan Frogadunn 0693 a6 0603 0.693) 0.6
Pengaduan Masynrakat |Pengadunn ouasyurakot
lyany Disndaidaofurs  |yung ditiodablsnjut duo
400 atas
Tochodop pelakmannmn tupoks don
3 di wilayoh 0
Weerenong pada
Wilnyah 11
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FROGRAN/ n\mml SASARAN) PROGRAM/ K TNDIKATOR 7 [ Awoms 1
e [ EGIATAN SASARAN) PROGRAMY RO e 2015 016 017 3018 7019
1 2 3 k a 3 ° 7
1098 |Pemmgiaton erlaksananys hegintn 0659 0.693 Erry 5699 0699
AL
P Tugas Tugns Fistin
Eokok da dnn Pembanguian
Wewenng & [Sem e Unewr Kejukennn
Wilsyob 101 1rerdnsarian Peraturon
Perundang Undangan
[T S —
|istetapken Olels ks
Aging wilayah 1
Famlah Loporan Pranmganan Lporen Teporan Pempacdann 0653 o503 Xy D693 0693
Pengnduan Masynrakat |Pengadu s masyaraknt
van g Ditmdaidacjuti |y ditindxkbmjot dun
EEy——— (dicolsesilean atas
Torkindop pelaknannme tupoke: dnn
i wilayeh (1)
Wevenong pada
Wiyl 01
1008 3! Kegintnn 0603 0603 0693 0.693) o. 60_)'
e Atas
Tagau Tugas Futis|
Pekok den dan Pembangunan
Wewenang & e ua Unaus
(Wilayals IV Berdaxkan Persturn
Perundang ndsugan
den K abijakoeanaven vy
Ditetapken Olobs Jakenn
|Agang wilayah IV
[T a Laporan Vonnnganan Laporan Tapormn Pengadunn | 0.092 0593 0.693] 0.603]
Powguduan Masyurakat | Pengadusm s skt
yony Ditndaklagjuti  |vong ditiadeldanjat das
i Dis slesriknn inedenmikns ats
Techind o pedskosaniace tpoksi dan
& wilayah TV
wewonang pada
Wilayah [V
FROGRAM/ KEGIATA | SASARAN) PROGRAM/ X INDIKATOR . ATGARAN (dnlaem.
LNOKUP | KODE . [ g it SASAEAW, PROGEAM KELUARAR IDIFATOR KELUARAN B T T"—{HHT
1 2 3 l_ 4 3 3 1
1008 1 Kegiatom 0603 0.093 0593/ 0.693) 0.693)
- e asan Atas
Tugas Tugas ftatin)
Pokok dan [ Cembon gursan
Wewennog di [Sem ua Unsar Kejaksnnn
Witayat v Bordusarkan Perutunn
Perundang Undangan
dnn Kebijakmanaon yong
Ditctapkon Diob Joksa
Agnmg wilayah V
[Fumlsh Loperan Pennngans Loporen. Laporan Fengadunn 0653 0.593 050 0.693 0,693
Peo padun Maayarokal | Pngadusn maxyerakal
yong Ditmdakdanguti  |ymng ditindakbanjuti dan
s Dis sk fsedesnikan atns
[ Tockndop [petakeanam tpoke dun
& wilaysh V.
| Wemenong padn
(Wilayah V
1097 | Pemingkatan Perlnksananyn Kegiaton 11738 11738 11388 TL738) 11738]
¢ AL
Aparatur Kejaksoan  [Peloksanann Tugas Rutin
i Dnerals Baik i |dnn Pembangunan
Wejuti, Kearidsm [Sem v Tiswur Kajakenn
Cabjart dem Jujarnn  |Eerdassrian Peratusua
Pengmranan & Prrundang Undangan
Daceals dan Kebiokeanann yi
Ditetapkem Olel Joksn
|agitng di daerah
Jumnlnh Lapornn Terowan Pongndu an Tapormn Trogadunn 7 564] 7.564 7564 7.564| 7 564}
Pengndunn Moasgnrakat |mnsyorakar yang
yang Divmdaldanjuti  [divmdakiacjuari dan
[don Diselosaiken | disctonnikan terbadap
pen
& Docrali
[Wevenmng, Tuges-
Mg Rutin,
Pelanggarnn Disiglio
[ ———
Pk sra Oty Aparetur
Kejakanan di Doerabs.
ST —— PR e S g ey R ZereT— - .14 aria EREZ) w174 a4
i Kejnts, Kojor dan
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FROGRANY n\mm[ SASANAN PROGRAM/ K INDIKATOR, 5 ]
LNOKUP | KODE o DOIATAN SASARAN] FROGRAM/ KELIARAN IDIKATOR KFLUARAN ey —r—
1 2 3 k a 3 ° 7
1068 |Cukungen ‘erlaksasanys heginton 0235 5235
dass
Tekuia di badang
Laitiyn Jakn Aging | Peaga wan
Musdn Pengsan
[Fumlah Kegatan et Thals Laymnan F2am| 3235 a239| 8295 B235]
Didang Kesckretariatan [bidaig pengma nsan
& Linglew ngam Jakss
|Agung Muda Tmdak
oo g asan Dolun
Derkoordine: dan
Mobsbakom Evohins:
e Momitoring
Pl s un: Kegiatas
[ Tindak Lanjut Lapoean
FROGRAN, uumm[ SASAEAN) PROGRAM/ & | INDIEATOR = ALORAST ANGGATAN (Antom
| RERGE | o EGIVTAI SASARAN, PROGRAM/ SEUSESH SICENTD KL 201% 20106 2017 2018 2013
1 2 3 3 & ¢
1 FROGRAM : (INDIKATOR KELUARAVES 1|
1006 03 03 Pemsidiens: dves el anglalcn 3k vang 130081 130,051 130,031 130,031 130031
Felathan Apasatur
ko rangh fenis diktat yang | Fungsiooal
mari gha e K malk it baik 770037 Ti009T] _ Ti0017 730097 130007
|AEQATAN: 2.
5005 Rencana 51661 B4.661 54.661 £1.661 51651
ican don Progrom Kecio. Saronn
Pelatihnn Trkmis  [dnn Prasasans, Anggatan
Pangsional |pengembiaogan dan
[ierjuo i, et
Fengelolasn Datn,
Loparan, Felaksmmaan
[Hubungan Masyarakat  L5omlab aoghotan i Lok Anghostac Anghutan 54661 54661 54661 54.661 24 661
don 8 . Aam n i dan Paintiban
Fendudikan dan Pelatibon lpolatihan telnis Toknm Apararar

[Jumiah Fondidikan dan | - Angkatan
Pelatibian Pembontakan
[Nakza yong
Pineleggnrnkan
[Jialal Teadilian dao | - Aopkatan
Pebatibin Pemyetd ikan
Kasus [nteljjen Yang
Dinalwe sk ars

[Uimlah Peadulihen das | Asgkatan
Pelatilyn Pe nasgacan
Ferkara Tindak Fidann
Vi . Vg
Diveleoggnrakm
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FROGRAN REGIATA | SASARAN, PROGRAMY & TNDIKATOR 7 ALCRAS] =
e [ EGIATAN SASARAN) PROGRAMY RO e 2015 016 017 3018 7019
1 2 3 a 3 o 7
Juminh Pendsdiken dan | Angeatan
Petntihan Penangacan
Perkara Perdnia Taia
Uaaha Megacn Yang
Dicelecggnrakon
rmmwumm[snmu FROGRAM) & INDIKATOR = ATORAST ACGARAN [Axtam jta
RERGE | " ALY SASARAN) PROGRAM/ SEUSESH SICENTD R KL PR 2016 017 2018 2019
1 2 3 [_ 4 3 3 1
5007 M 1237 10237 1as 10,237 11.237)
Fendidiknn dmn 4 Jennltas Sumbor
Pelatibon Manajeaen | aye Manunia heokssan
IS ————
[prnyelenggarann proxes
pondid ikan dao peletibin
roicnis fangrional
[Fomloh aogkaina Jumlah Angkston Ragkatan 11237 1297 237 23] 1237
dadikeon da idikon daa Pelatilian
et moannemen  [Mansgem e dam
don kopomimpinan  [Kepomimpinoa
Soon ea123 e 54154 CIRES 57133
Teknsn uros e
Loy Boda amum, kepogroranm,
Peadidikan doa s ns s,
Pelatshan Kej beisdal
prageolan akuntans
A verifikasi, serta
[prrbgloquan,
perpustakan don
dokumentons
[leresdiany Swnna don
Frasorans. Pecalaton daa
Feralatn Onlnug Bantor
Trsengarnayn T nams Peskamiaran T Tals Lapenan EEC| 37,240 37.5%) 7000, 5720
pengelolann rnsas
mum, kepegsmaian,
eapgaran,
prabendnbarsan,
prugelalann skantansi
e i, ket
|pcslongkapon.
porpstalian dan
ol cutasi.
[Rrmiacma bramotar | Kemdarans Decmotne i Tow| To45 Toa TO4) To]
Frrnogknt Progoih | Peranghat Temgolah Data | - wod, T700] 1700 300 .700) 7700
Data dan Komunikest  [dan Kamuniknsi
Poralaton dan Foobins | Pevalatom dan Probios — 754 2504 2504 254 2594
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FROGRAN REGIATA | SASARAN, PROGRAM/ K INDIKATOR, :
LNOKUP | KODE o BGIATAN SASAHAN, PROGRAM/ KELUARAN MDIKATOR KELUARAN I—7““a _l:olq
1 2 3 a 3 o 7
Gedung 15106] 1816 13518 1516 1.516)
=7 | EROGRAM [SAZARAN PROGRAM T . |SOIKATOR TASARYY
606 07 0 Frogram 146 426, 153,188 153,184 153.186] 180,108
Feayelidiknn/Perga
manan)Fer
o Permacalahan
Hukum di Bidang
[POLEXSOSBUD
Hukum dan Hankam
W kg e amicle agorin Svieiioe 35854 32697 5607 35 697 ] 78 697]
infelen e riing ope nesd infelifen Fonge edsdzan.
tugges dan Hnkun dean
[ gt Kivjaksaein etk AGHT serterau | pemggatiagen: Baehjen
e dukuridnan atefifon
epada bidang Pdana
s
Foraardcin: beberfusten Persentave M%) hasl pekacakan 32.971 e 99,766 9766 1766
o s intetn cxsax clan brasesian tnctok plem
Fonogakar Hickaun,
e haadap AGHT serterme
 dan ukungon insefifen
repacta biang Pana
.
oreac mberhassan
ope ness telfen
Feregukar Hikxm
somadap AGHT terterm
dn ctwkoerigan setijen
depasta bidang Rerdata
an Tova b Negar
Ferserdase retorhastan
ope st mtetien
| Hwkum
wiadop AGHT wriente
erta dukngan aelyen
ek mencikowng
P —————
e o it kel
Rejaksann ying ik
i Lotwos KAV
FROGRAN, uunm[ SASAEAN) PROGRAM/ & | INDIEATOR = ALORAST ANGGATAN (Antom
| RERGE | A o EGILTAIY SASARAN, PROGRAM/ SEUSESH SICENTD KL 2015 20106 2017 2018 2013
|_ 1 2 3 3 [3 1
KEGIATAY . INDIKATOR KELUARAVES 2
T090 | Peimocmann [ T ey g | 3228 5323 3a33| 5.23]
Kegeatan |pelalkusnnan das
K Negarn  tatebjen Yuatisal
dan Penanggalangaa [Penyeldiken,
Tinduk Pl Puagsan saasst i
LR ———
| duscang kebijakon
|bukna dos keadilan
bask preventd mavpun
epesit m e gen
ol e,
produkei, distribust
Keusagas
oy —— Loporan lasl kegatan [T Toe 2220 723 A 2.323)
atelijen i bidoag lncekijen bdong ckenomi.
" dem
i nogars din
tindk
putona
(Lap ot Dol kgiatin | Pebarabam Aset Terkos | - Laposan a06| 2005, 2004, 2.004) 2 004]
polacacan aset torknit  [Tindak Bidaaa
e dax pidana
[Fondoh laperca basll | Loporan Haall Opecaal Tapoton 1868] 0,596 099 D996 0.9%6
operasi wteliion bidang [Intekjen Bidang Ekonoes,
ehamom i, keumngnn dan | keaangan don
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1 2 3 a 3 o 7
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Keysatan Sand dan  [pelokasnann kegatan
Produka: Intelyen [l m vixtrave imtebjen,
|peningkatm
[icwre snpaan,
koterampilan don
intogrtos ke prb adian
aparst witclgen
enegakan Tk di
i ghun gnn Eejaksaan
Taputan o Kegaimm | Loporan Haml Kegpatan E3 2038 2028 2028 2.028) 2.028)
d sk vangha [peoduksi dan sasana
v gom s insfermi [ bnclap prbkcmsnn
i talijon intolijen
(Gprensaon ol Momitoring |Opernsional Monforing | - Dalan lyanan T010] @020 0920 D030| |
[Crater |Conter
Laporan Haal [Cperamonal Mooty Caporan 1058) 1,529 G 1.929) 1529
Pelnksoannan Operasi — [sigaal
Mocitaring Sigeal
[Tor ol Prssive. [Trctal Eassive Tl Ty sian [ELE] 0103 [N D @ Ta02|
1101 |Pelakmanoan [Meoiogiataya Kuslitas 1158 1130 [BET 1.139) 1939
Pelokzanann Kegistan
Sosial Budayadaa  [atelijen pea
Sumber Doy ko Prapelicikoan,
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FROGRAM, KEGIATA | SASAEAN, EROGRAM/ & INDIEATOR = ALOXAST ATGGARAN (At pita
RERGE | " EGILTAI SASARAN, PROGRAM/ RELTEASE SICENTD R KL 2015 20106 2017 2018 2013
1 2 3 A 3 L] I
Laporan Host Kegintom |Loporan Masil Kegatan [ITT3 1048 1.030 1020 1.040) 1.020|
it olisen hidemg ideolog, Intekion bidump ideslog,
nocial, politike, aozial, politik, pertahanan
b dan ketrrihon
e ketertibon wmus [wmin
[Jamlah Loporao Pengawasan alxan Laporan. 0110 0.109 0.109 0.309) 0.109)
Kegiaran
aliran Kepercayann [ Kegaknann Agung
1107 |Peasoganan Peningkatan kunktas don| 69915 T30 3.4 73496, 73416
F dikn | peel
Peagamacan |penmganan penyeliidan)
/ pengaasinn )
ej i, Kejart don i Kejosi,
(2 | Kejass dan Cahjan
Tapotan Hasi Tpornn Tl Kegintan | - DK 22974 22970 37925 72975 72.925
Pevoetidi,
y 8 /7 —
[or— listolisen di Kejakasan
oo pgaban g o Kejati, |Tiopzi
Kejari das Cabjan
Toporan howd kegatan | - LAk
Poayetidikon/pengamana
n/ penggalangan ks
intrhyen d Keyakanan
[Wegrei/ Cabang Krgaknann
Hegeni
Pen gowazan Alirac Pengemanan Alizan Laporan 2.178] 2.179) 2.179) 2.179) 2.179)
Kep Xepe y
_ di Qi e— -
Kejuksnnn Tin ggi
(Tapotan Tl kgt [Loporan Ham Tapormn 31960, 2767, 2960 37.760] 2762
[peliacaoan uset torknit  [Pebukuanaon Kegintan
1ok pid iy Pebe akon Axat i Kejari
den Koj o
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PROGRAM KEGIATA | SASARAN] PROGRAM/ K INDIKATOR g ALORAST
LNOKUP | KODE o BGIATAN SALAR PROGRAMY KELUARAN MDIKATOR KELUARAN 1—7““a -—’G 6 3019
1 2 3 Aa 3 o 7
i Hegitan 2848 5.580 558 5.540) 5540
i Dason Tandak Pidana |Buren Tadak
(DPO) | Pdnssaf BPO
1100 |Dukunges [Nermpiatayn Kunitin 8576 8576 8576 B.576 556
. Tekais  |Helolo, Kegetaa
Tovinnya Tk Agnng [lntelijen penegakoan
M ToteTij e ks di Bidang Sosisl
Puticik, Fkonomi,
[Xensagan, Poetabansa
Keamanan dan
Ketertibaa Usus.
Twgiatun Bl Lagsa EEE EE) 5576 8576 5500
41 Bidang | Xosokrotariaran di bidacg
Kesokerscariatan & Jakaa Aguag Muda
Jaksa Incckico
g g Munita Ttelije
Sesmani Prazstoran yang
Bertaku
5 | EELUARAN PROGRAM ES | NDKATOR ERLUARANES 1.
| oaRAw 2
« Meringhiatr iy Rkt feppoetan Febagrumin informo dan | Persertase o) muti oy 55.601 9725 59725 59728 39728
Hukwn huksan dan hkum
masycrakat penemngan huizan
g stk oleh
wteifen
|2 EEGIATAY. (DDIRATOR SARRAY. | AELUARAN FEUIATAN £ | ISDXATOR Ak AR 55 2
JEEHATAN 12
1102 |Peacsangen dac 59601 59.725 59.020 | 52,125 59,125
P Hukum
kegiatan peoyuluban /
fpenrsgan ukam dan
hmtuagon masyacakat
Laparan Kegntan Pearrangm Hukim prda | - Lembags 1591 16312 19312 19312 14312
) dan Aguap
o ernngan Hukum.
ek angha
o e etk Lembnga yang tolah diberi | - Lembaga
ynng sadar fp, Hukum pada
hokum dales wpma | Kejaknamn Tinggi
et copabion uee ara.
FROGRAM, KEGIA TA | SASAEAN, PROGRAM) & INDIEATOR = ALORAS]T ATIGGATAM (dndam J
RERGE | o EGIVTAIN SASARAN, PROGEAM/ SEUSESH SICENTD R KL 2018 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 3 3 T
P oo diber | Lembegn
Penerangen Hukwam puda
Xejaknaan Nogen/Cobang
Negaknan Negert
Nelompok Masyarnknt ~ Welompak Masyns skt
vong dibori Feayntuhan
[ Hudeom.
DT E— .
Peaulohen dan
Infore as
Mk
Laporan haed Henguatan Josingan Laporan 43,506 43.508 43.508) A4d.508]
pelaksonaas kegaran  |Moayosakar Ante KKN di
penguatan jaringan | Kejari don Kegari
et arts KEN
Tapocan Penksmnm [ Pelaksanas Pers ~Taporm 0107 1,507 1.905 1.905) 05|
Kegintau Pers Gatherin|Guthering puda St
| Ascun abiitan Xerja Kejaknwan @ Daerah
Ponunganan pekaca &
rolurub satwm kena
dacral
EST ; SASARAN PROGRAM L | NDIBATOR SASARAY.
JEROGRAM 1.
006,01 04 Propram Fenangaman asb 228 548,217 548,207 548.217) 548217
das Feayclosaion
Perkrs P
(Fmum Perkama Surniah WE228 548207 548,257 $48.217] 548217
|peningnes: perkarm | peciars sk priciara | Pderer Cimsen e
swee berkuattas, [ bevetasarkan
copec, wopat dant prawscn ponoaaian m
e v bernciean Al
[(Rarvibde parigerataticns
brngian kewangan
noora reiaa jaher
ey
P rsevaion Iepinaan
masyaraka was
| perve guaken Kuckvian grng
| dtiakukan Kijorsaan
TS 2
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5 Ayacy R

[Tobisp Pran Penunmatan
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2032

Fim (ks peekara tindalk
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ckackusi das Gras
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1106,
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|
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[y RE

- Peskars

0114, 0.114]

D.114] 0114
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Pidana Keamnanas
[egra dan Feteriban
s 3

inlime ks dxlees
Tahap Penustutan

CED|

|

D68

SASAEAN) FROGRAM/

INDIKATOR
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A
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2016

3
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prakaun Tindak Bidaun
o b Koowsatints
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1107

C
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Tmum Lainaya
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pidania umam secars
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1149
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TamIah pommgan
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Feckata Tandak T3 an
U Laisusizn ynog.
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[Asung RO
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g

3.000) B

[Fusm Lk perkoara tmd k.
Pidana Usiue Loy
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tpnya Hikum,
olcswdonsd das e
yang diberikns kepada
orknre Tindak Sidana
Tochadap Tiadak
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0160

a160|

0.160)

1108

Fej ik Tioggi.
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FROGRAN KEGIATA | SASARAN) PROGRAM/ K INDIRATOR 5 ALCRAS] 1
e B [ EGIATAL SASAHAN) PROGRAMY BRASG BHUSATOR KRLUARAN. 01 216 017 018 7018
1 2 3 a 3 o 7
Jumlnt peekars tmiak |Pecknra Pidaoe Umum | Perknrs 392162 | 99260 | 290080 | 99.350 | 499350
pidonn wirae yang | omg Disclesakan ol
dinelesaknn olehs intsag Pro Penimtzstan
firjermn Kejaksnan di  |dem Penuntien di
dnerah Kejnti, Kejors [ Xejaknamm Tinggi
don Cabjan satu kota
éom o peogsditn
Feckara Talaos Unmum | - Perknrm
¥rng Diselessikan dalam
tuliag Pria Ponsimtiitas,
don Feounnitan di
Kejakaacn Nogeri dass
Cabans, Kejaksann Hegesi
O S—
Nagurl
[l perktn tinduk |Porkuta Pilacia thaiin | - Perknin 85 904 105.997| 105,497 05407 105407
pidons wemam yang  |yang Diselessikns daloe
dswoloaaion oled [ Tahep Fra Feauatutsa
ficioson Keisksoan di  |dem fenuntitan di
[mweral Kejats, Kejars | Kejaknon Negert dan
dnn Cabjari xang tidak |Cabang Kejaknaan Negeri
s kota tid ak xam knta eugan
pongodilen rengadilan Negori
[ Fomlah pericara tindak |Penanganen Perkarn Ferkara 10| 18.600 18,600 15.600] 15.600|
pidono umnm tertonts [Tiodak Pxdana Umum
vasg diselesaikon s
Tejsmnun Tin gy
1106 % di 9257 9.257 2257 9.237] Q. ﬁ‘
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Tebnia  |Kerja Dalam Reagka
Lainmya Juks
Muda Tiadok Fidauo
mum
FROGRAM/ KEGIATA | SASARAN) PROGRAM/ X INDIKATOR = ALOKAS] ANCA RAN (dnlam.
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1 2 3 A 3 3 2
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Bidang Kesekretanatan |Resckrotsratan bidang
di Lingkuogon Jokna  |Jakeo Agang Muda
Agung Muia Trodak [Tk Prdara U
Pidonn Vo Sesiai
[ Peraturan yung Berlaku
Proantau s dno
rataosi
Kegaatan
ES 1 C 1: |CIDIKATOR SASARAY | SELLARA 5 | DUIRATOR ERLUARAY ES T
|EROGRAM 2.
lo0e.01 ar 347 389 34080 251787
oz Penyedonuion
Perknra Ponn
Khmsus, Pelangontan
Tinm yomg Betnt dan
Beskara Tindak
Pidann Korupei
To o el g | BT d are ek it g F973R0| 354787 354787 354787] 334787
rhar b i findak Fidane Khusws | porkara
Jpicivses dan prebinggaran | beriosarion
Fare Borar weaa s prngacticon
berazaitas, copa, tepat
e ——
iemggan bewngn
nepares ot jalur
ey
| Persersboye hepracovan
s ko s
prregukan hukan yang
ik K
Eb 2 ERGIAEAY | SASARAY KEGIITAN. II\'Dmm SASARAY | KELUARAN KEGIATANV ES | INDIKATUR SEELUARAVES 2 ©
KEGIATAN : ER
1110 Femiatparian Ty 11958] 9,936 9950 b.930) Err
dan Perkora
Tmdalk  [Twdak Fdana Kotups
Fadana Korupm du accasa Cepat, Tepat dan
Fejaksonn Agung  [Akutahel
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e [ EGIATAN SASARAN) PROGRAMY SR e 2015 016 017 3018 7019
1 2 3 a 3 [ 7
(Fomiot: Pemyendibnn | Peckara Tk e Ferimrn G208 6.000 S 000 5000 5.000)
dom Penydikna perkasn |Xorups ynng Diacleaaikan
adink pidnnn korups:  [dadnm Tabap Prsyrhdikan
Katogari A yang dems Penyidikan
sl aiknn
(e lat Femyebdikon | Perkara Tmdak 3mn Teckarn 5158| 2000 3000, 2.000) 300
Peasdikan peckars [Korupei uog Dinelesnikan
ik gidann korupss  |dedam Tahap Proyrbdikan
Kntegari B yang e Fenyidikan di
tisols Cojakuann Agiog (i
wplitaing
Famlah Pepdlikem | Perkra peinnggaran HAW | - Ferkars 0156 0180 0185 D.180) 0186,
Prekmn Pelampgeran  [berat yang disel
AN Rerat yamg datums rahip penyidican
disolooaizns
i Al Pougelidian | Peckuta TRIARK Fiduia | - Perknin 0 400] 0,750 CECT| ©.750) 0750
TUI1 |Peslugkatan Pra [Meningkatnga X e EET 3450, S 466)
Pesinn Citse das | Ponwieesdin Fockars
Feauaorutes & Tindsk Fidana Kbusus,
oiaksaan Agung  [Tiadok Pidana Korupai
Felacggaran HAM
[Berat wecara Copat,
Toput dan Akuntube
Jfumlah Perkora Tindak [Pedkora undak pedana Peskaro 6.241 4.302 1.032 4.332 1.532
Pidann Karops yang  [korugest yg diselesnikom
Diselesskun Dalom | dadnm tahop poa
it pra peounniie  |pentntut dao
don peauntatan penuntutan
Tl Pexkara Tindak |Peknra Gnask pedsnn | - Perkars 7046 G on1 mast Ton D.051
Pidsns Miusus Ixinaps [Khosis yrag divalsesdin
ans Dicalesaikan dstem tabop ra
Dalaa tahap pra  peassntutun dan
den
st tom
FROGRAM/ KEGIATA | SASARAN) PROGRAM/ X INDIKATOR = ALOKAS] ANCA RAN (dnlam.
UNGKUP | "KODE " EGIATAN !J\Sltm‘ Fmﬂl\ﬂ KEDIBRAN RDIRATOR KELUARRE: 2015 216 2017 2018 4019
1 2 3 a 3 [ ¢
[ Joom L, Perkonra Perkora undak pidano Perknrn 0.031 0.083 0.083 0.083 0,083
v HAM yong HAM bornt
Berat yang Dinelesaikon |yong diselccakon dolom
Dilaca tabnp pra [P ——
dan e
Jeunntutan
7103 |Pemmpkatan Upaye |Meampkataya Jumlah 1891 EXES ERE| ESE ERES|
Hukum, Bksekusi  [Peageadabon
dan Bkswmasi |Penggman Upaya
(Piduna Koruped  [Hukne, Grast dxo
Flwekusi
dog olwaminas Seanai
dengan Perotaran yaog
brrlaks
Fumlsh Pengendnkian | Pengend ahan prrpganaan | - Perkars 1351 2 000 2000 2.000 2,000
Upaya  |upaya bulkun, grasi das
bk, Gresi don kackusi daa,
Lak Backuai |okaaminnas yaog
ann Pksaminas diberikam (Kategori A)
Vswgered Ay
itk
Fumlab i - Peckars 0 000 1125 1125 1125 1125
Pruggunsan Upays — [upaya bukum, grasi dan
hokum, Grosi dan SR
Hhkuelousd yaag
dimn Ekraminas [diberikem (Katogori B)
Kategor: B yuug
dibeaikn
1L |Pemanganan Ferkars [Merampkatayn J18285] 330243 230341 300043 390343
Tindak Pdonis Peayelcacian Peckaca
Forupsi dan Tiadnk  [Fidana Khusus, dan
Fidaun Khusus Tidak Pidnnn Korupsi
Lainmyw d: Kejati,  [escars copat, toput dun
ejort den Cabjari |akrunzabel s
[ dilakocwn akoun olnks
Liajasen Kejaliasan di
dacsah
[ Jum Lah perkara tindak  [Kacus Tindak pidmnn -~ Perkars 311038 322117 a22.117 22817 d22.17
pidonn korups yang |korape rang disolesatkon
inclsacknn slen Poda Tobop Pemyelidikan
Kejakannn Tiagie o Poyidiars &3
) Neger: dan TR —
Cohang Kejaksnan
e
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Pentintutam dao
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Kejaksaon Tipgi
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[Swsiis Tindak prlann
i yomg disalssaikem

Ferkatn

Ferkara Tadak padann
ke yom disclesadkm
Pads Tabiop Pra
Peuuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negerif Cabang Kejaknamm
Negeei Wiliy ab |

Perkara

| Peekara Tmdok padana
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Peskara

INDIKATOR
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1
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&
Ferknra TioAnk pdann
korupsi yung: dwolosaikem
Poda Tohop Ira
Penu bt dan
Penintutam di Kej skssan
Hogesi/ Cabinag Kejaksann
Megeri Wilayah 11 Jawa
(Tengats

Perknrn

Poxds Tahing Pra
Peauintutan da
Perntutan di Kejskesan
[Hegeri/ Cabang Kejaknans
Hegori Wil ah (I Jowa
T

Perkarn

Peeknra Tmdak padann
kcaup yony diaclesaskan
Pods Tohop Pra

Peau ot dao
Penmtntam G Knj sk
e e/ Caliang Kepalmans
Hegeri Wlny ah 11 Acths

Perkarm

Perkara Tmdok prlana
orap-ai yong diselesadkan
Prlis Tobop Fra
(Penuntutan dan
Pentuntutan & Ko dkeann
| Hogori/ Cabang Kejaksaon
[Hegeri Wilayah 1
[Sumatern Utara

Peskarm

Perkara Tadnk paanan
korap i oy derleankon
Prals Tobrp Pra
Penuntutan dao
Peaumtutan di Knjskeam
[Hegorij Cobang Kejaksaon
[ e geri Walbeyah 111
[Sumatesn Barat

Perkarn
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Penumtutam di Knj akesnn
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Peniituin G Ko sk
|Hogorl/ Cabang Kejaksann
[Wegeri Wilayah 1E Jambi

Ferkasa

Peruintutn dan
Prasiintintias @ Ko abeasn

Feckara

Pedn Tahp Fra
Peantutan dar
Pessisntutun di Ko akousns
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